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BABI

PENDAHULUAN

A.LatarBelakang

Narkotika diperlukan oleh manusia untukpengobatan sehingga

untukmemenuhikebutuhandalam bidangpengobatandanstudiilmiah

diperlukan suatu produksinarkotika yang terus menerus untuk para

penderitatersebut.1

Dibagianmenimbangdalam Undang-undangNomor35Tahun2009
tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi
merupakanobatataubahanyangbermanfaatdibidangpengobatan
ataupelayanankesehatandanpengembanganilmupengetahuan
dan disisilain dapatpula menimbulkan ketergantungan yang
sangatmerugikanapabiladisalahgunakanataudigunakantanpa
pengendaliandanpengawasanyangketatdansaksama.2

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teraturmenurut

takaran/dosisakandapatmenimbulkanbahayafisikdanmentalbagiyang

menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada

pengguna itu sendiri.Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat

psikologisuntukmempergunakanobattersebutsecaraterusmenerus

karenasebab-sebabemosional.3

Masalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika diIndonesia,
sekarang inisudah sangatmemprihatinkan.Halinidisebabkan
beberapahalantaralain,karenaIndonesiayangterletakpadaposisi
di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi,maka pengaruh globalisasi,arus
transportasiyangsangatmajudanpenggeserannilaimatrialistis

1HuseinAlatas,PenanggulanganKorbanNarkotika.FKUI.Jakarta,2013,h.5.
2F.Asya,NarkotikadanPsikotropika,AsaMandiri,Jakarta,2019,h.29.
3A.W.Wijaya,MasalahKenakanRemajadanPenyalahgunaanNarkotika,Armico,

Bandung,2015,h.17.
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dengandinamikasasaranopiniperedarangelap.4

MasyarakatIndonesiabahkanmasyarakatduniapadaumumnya

saatinisedangdihadapkanpadakeadaanyangsangatmengkhawatirkan

akibat maraknya pemakaian secara illegalbermacam-macam jenis

narkotika. Kekhawatiran inisemakin dipertajam akibat maraknya

peredaran gelap narkotika yang telah merebak disegala lapisan

masyarakat,termasukdikalangangenerasimuda.Haliniakansangat

berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa

mendatang.

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila

digunakan dengan dosisyang tepatdan dibawah pengawasan dokter

anastesia atau dokterphsikiaterdapatdigunakan untuk kepentingan

pengobatanataupenelitiansehinggabergunabagikesehatanphisikdan

kejiwaan manusia.Adapun yang termasukgolongan narkotika adalah

candu dan komponen-komponennya yang aktifyaitu morphin,heroin,

codein,ganja dan cocoain,juga hasish,shabu-shabu,koplo dan

sejenisnya.5

Bahayapenyalahgunaannyatidakhanyaterbataspadadiripecandu,
melainkandapatmembawaakibatlebihjauhlagi,yaitugangguan
terhadaptatakehidupanmasyarakatyangbisaberdampakpada
malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia.Negara
yangtidakdapatmenanggulangipenyalahgunaandanperedaran
gelap narkotika akan diklaim sebagaisarang kejahatan ini.Hal
tersebuttentusajamenimbulkandampaknegatifbagicitrasuatu
negara.6

Peredaranobatterlarangnarkotikadanpsikotropikasecarailegaldi

4 D.Soedjono,SegiHukum tentangNarkotikadiIndonesia,KaryaNusantara,
Bandung,2017,h.22.

5Ibid,h.23.
6 Firmanzahdkk.MengatasiNarkotikaDenganWelas Asih,GramediaPustaka

Utama,Jakarta,2011,h.61.
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Indonesiasejakbeberapatahunterakhirinisemakinmeningkat.Indonesia

yang tadinyahanyasebagainegaratransitbelakangantelahdijadikan

daerahtujuanoperasiolehjaringanpengedarnarkotikadanpsikotropika

Internasional.Initerbuktidengan banyaknya pengedarberkebangsaan

asingyangtertangkapberikutdenganpenyitaanbarangbuktinarkotika

danpsikotropikadalam jumlahbesar.

Peredaran narkotika di masyarakat  pelakunya bukan saja

dilakukanolehkaum priatetapijugadilakukanolehwanita.Peredaran

narkotikaadalahsebagaisalahsatuperbuatanyangmelanggar hukum

 dan  telah menjadi fenomena   yang  begitu  serius yang harus

ditanggulangidandiselesaikan baik oleh masyarakatmaupunaparat

yangberwenang.7

Berkembangnya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang

khususnya dimasyarakat itu disebabkan oleh beberapa faktoryaitu

 antara lain  disebabkan karena  faktor ekonomi dan juga faktor

memperoleh keuntungan yang besar darihasilpenjualan narkotika

tersebut. Peredaran narkotika dan akibat-akibatnya sosialnya telah

menjadi problemaserius yang cenderung kearahakibat-akibatyang

sangat membahayakan.Untuk tidak  terlalu banyak  korban,  maka

diadakan penanggulangan yang  serius dengan jalan melaksanakan

tindakan-tindakanrefresifdan preventifsecara bersamaan danterarah

 serta  berkesinambungan.Tindakan bersifatpreventifyaitu diadakan

7 AchmadKabain,PeranKeluarga,GurudanSekolahMenyelematkanAnakdari
PengaruhNapza,BengawanIlmu,Semarang,2010,h.11.
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pengawasanyangketatterhadaplintaspenyalahgunaannarkotika.8

PeredaranNarkotikayangterjadidiIndonesiasangatbertentangan

dengan tujuan pembangunan nasionalIndonesia untuk mewujudkan

manusiaIndonesiaseutuhnyadanmasyarakatIndonesiaseluruhnyayang

adil,makmur,sejahtera tertib dan damaiberdasarkan Pancasila dan

Undang–UndangDasar1945.UntukmewujudkanmasyarakatIndonesia

yangsejahteratersebutperlupeningkatansecaraterusmenerususaha-

usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk

ketersediaannarkotikasebagaiobat,disampinguntukmengembangkan

ilmupengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk
pengobatan sesuaidengan standar pengobatan,terlebih jika
disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan
menimbulkanakibatyangsangatmerugikanperoranganmaupun
masyarakatkhususnyagenerasimudabahkandapatmenimbulkan
bahaya yang lebih besarbagikehidupan dan niali-nilaibudaya
bangsayangpadaakhirnyaakandapatmelemahkanketahanan
nasional.9

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya

penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkotika sangatdiperlukan,karena kejahatan narkotika pada

umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri,

melainkandilakukansecarabersama-samayaituberupajaringanyang

dilakukanolehsindikatclandestineyangterorganisasisecaramantap,rapi

dansangatrahasia.

Kejahatannarkotikayangbersifattransnasionaldilakukandengan

8Ibid,h14.
9Muh.TaufikMakarto,dkk,TindakPidanaNarkotika.GhaliaIndonesia,Jakarta,

2015,h.55.



5

menggunakan modus operandiyang modern dan teknologicanggih,

termasuk pengamanan hasil-hasilkejahatan narkotika.Perkembangan

kualitas kejahatan narkotika tersebutsudah menjadiancaman yang

sangatseriusbagikehidupanumatmanusia.10

Akhir-akhirinikejahatannarkotikatelahbersifattransnasionalyang

dilakukandenganmodusoperandidanteknologiyangcanggih.Aparat

penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi

kejahatantersebutgunameningkatkanmoralitasdankualitassumber

dayamanusiadiIndonesiakhususnyabagigenerasipenerusbangsa.11

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran

narkotika telah banyak dilakukan oleh aparatpenegak hukum (Polisi,

Jaksa dan Hakim)dan telah banyak mendapatkan putusan disidang

pengadilan.Penegakan hukum inidiharapkan mampu sebagaifaktor

penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika.

Dengansemakinmerebaknyapenyalahgunaandanperedarannarkotika

yangberdampaknegatifpadakehidupanmasyarakat.Sehingga,untuk

mengendalikandanmengembalikankondisikehidupanmasyarakatyang

ideal(tertib,aman,dantentram)diperlukanperanPolri.Sebagaimana

diaturdalam Pasal13Undang-UndangNomor2Tahun2002Tentang

KepolisianNegaraRepublikIndonesiamenegaskanbahwa:

TugaspokokKepolisianNegaraRepublikIndonesiaadalah:
1. Memeliharakeamanandanketertibanmasyarakat

10ErwinMappaseng,PemberantasandanPencegahanNarkotikayangDilakukan
OlehPolridalam AspekHukum danPelaksanaannya,Surabaya,BuanaIlmu,2012,h.102.

11 Andi.Hamzah,KejahatanNarkotikadanPsikotrokia,SinarGrafika,Jakarta,
2004,h.6
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2. Menegakkanhukum;
3. Memberikanperlindungan,pengayoman,danpelayanankepada

masyarakat.

UpayapemberantasanpenyalahgunaannarkotikaolehPolridalam

halinidiwilayahhukum KepolisianResorNiasSelatanyangmeliputi

PolsekTelukDalam,PolsekLahusa,PolsekLolowan,PolsekGomodan

PolsekPulau-PulauBatumemerlukanlangkah-langkahlebihlanjutdalam

prosespenegakanhukum terhadappelakupenyalahgunaandanperedaran

narkotika tersebut.Dalam halpemberantasan penyalahgunaan dan

peredarannarkotikajugadiperlukanadanyakerjasamadariberbagaipihak

antaralainadalahperansertamasyarakat.Bentukperansertamasyarakat

disinidapatberupa memberikan informasimengenaitindak pidana

penyalahgunaan dan peredaran narkotika kepada pihak Kepolisian,

disamping itu dapat juga berupa lewat lembaga-lembaga swadaya

masyarakatdanorganisasi-organisasimasyarakatyangmemfokuskandiri

dalam pemberantasannarkotikasecaramenyeluruh.

Berdasarkanfakta-faktatersebutdiatas,menimbulkanketertarikan

untukmelakukanpenelitianyangberjudul“PenegakanHukum Terhadap

PeredaranNarkotikaDiWilayahHukum KepolisianResorNiasSelatan

DitinjauDariUndang-UndangNomor35Tahun2009TentangNarkotika

(StudiKasusDiKepolisianResorNiasSelatan)”

B.RumusanMasalah
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Rumusanmasalahyangakanditelitidibatasisebagaiberikut:

1.Bagaimana pengaturan pemberantasan peredaran narkotika di

Indonesia?

2.Bagaimana peran kepolisian dan masyarakatdalam memberantas

peredarannarkotikadiKepolisianResorNiasSelatan?

3.Bagaimana kendala dan upaya kepolisian dalam memberantas

peredarannarkotikadiKepolisianResorNiasSelatan?

C.TujuandanManfaatPenelitian

Adapuntujuanpenelitianiniadalah:

1.Untuk mengetahuidan menganalisis pengaturan pemberantasan

peredarannarkotikadiIndonesia.

2.Untukmengetahuidanmenganalisisperankepolisiandanmasyarakat

dalam memberantasperedaran narkotika diKepolisian ResorNias

Selatan.

3.Untukmengetahuidanmenganalisiskendaladanupayakepolisian

dalam memberantasperedaran narkotika diKepolisian ResorNias

Selatan.

Penelitianinimemilikimanfaatteoritisdanpraktis.Adapunkedua

kegunaantersebutadalahsebagaiberikut:

1.Secarateoritishasilpenelitianinidiharapkanmemberimanfaatbagi

perkembangan ilmu hukum,khususnya dibidang hukum pidana

tentangperananKepolisianResorNiasSelatandalam pemberantasan

penyalahgunaandanperedarannarkotika.
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2.Secarapraktisbermanfaathasilpenelitianinidimaksudkanagardapat

memberikaninformasidangambaranmengenaiperananKepolisian

Resor Nias Selatan dalam pemberantasan penyalahgunaan dan

peredarannarkotika.

D.KerangkaTeoridanKonseptual

1.KerangkaTeori

Teoriadalahkerangkapemikiranataubutiran-butiranpendapat,teori

tesisdaripenulisdan ahlihukum dibidangnya menjadipertimbangan,

peganganteoritasyangmungkindisetujuiatautidakbutir-butirpendapat

tersebut setelah dihadapkan pada fakta-fakta tertentu yang dapat

dijadikan masukan eksternalbagipenulis.12 PeterMahmud Marzuki,

mengatakan bahwa “dalam suatu penelitian hukum dilakukan untuk

menghasilkanargumentasi,teoriataupunkonsepbarusebagaipreskrepsi

dalam menyelesaikanmasalahyangdihadapi”.”13

Kerangka teoridalam penelitian hukum sangatdiperlukan untuk

membuatjelasnilai-nilaiolehpostulat-postulathukum sampaikepada

landasanfilosofisnyayangtertinggi.14Fungsiteoridalam penelitianadalah

untukmenyusun,mengklasifikasikanataumengelompokkanpenemuan-

penemuandalam penelitiandenganmembuatramalanatauprediksiatas

dasarpenemuandanmenyajikanpenjelasanyangdalam haliniuntuk

12M.SollyLubis,1998,FilsafatIlmuDanPenelitian,Bandung:MandarMaju,h.80.
13PeterMahmud Marzuki,2008,MetodePenelitian Hukum,Jakarta :Prenada

KencanaPrenadaMediaGroup,h.35.
14SatjiptoRahardjo,2010,llmuHukum,Bandung:PT.CitraAdityaBakti,h.254.
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menjawabpertanyaan.15

Menganalisis setiap permasalahandalam penelitian ini, akan

digunakanbeberapateorihukum (legaltheory)yangmenjadidasaratau

sebagaipisau analisis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Adapunteorihukum yangdigunakandalam penelitianini,yaitu:

a. TeoriNegaraHukum

Terbentuknyasuatunegaradidasaridarisuatukenyataanbahwa

manusiaadalahmahluksosialyangmembutuhkansatusamalaindalam

kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik.

Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok,didasari

adanyakepentingantertentuyangbersifatkomunalyanghendakdicapai

secara bersama-sama.Pembahasan mengenaimanusia yang hidup

berkelompok,salah satunya bentuk darikesepakatan manusia untuk

membentukkelompokadalahdenganterbentuknyasebuahnegara.16

Idenegarahukum menurutgagasanPlatomengandunggambaran

suatubentuknegaraideal.DimanagambarannegaraidealmenurutPlato

sungguhberbedajauhdengankondisidankeadaannegaraAthenapada

zamannya.Pada zaman itu,raja yang berkuasa diNegara Athena

merupakanpenguasayangZalim dansewenang-wenang.17 Berdasarkan

pendapatdiatas,makaPlatoberpandanganbahwanegarasebagaisuatu

keluarga.Berdasarkanpadapandanganyatersebut,dapatdiketahuibahwa

15M.SollyLubis,Op.cit,h.17.
16HotmaPSibuea.AsasNegaraHukum,PeraturanKebijakan&Asas-AsasUmum

PemerintahanyangBaik.GeloraAksaraPratama,Jakarta,2010,h.2.
17Moh.KusnardidanIbrahim.Op.Cit,h.153.
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dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsuressensial

suatunegara.

Esensinegara sesuaidengan pandangan Plato adalah ikatan

hubunganyangsangateratdanakrabdiantaraorang-orangyanghidup

bersama.Halinikemudiandijadikanindikasibahwadalam penggunaan

kekuasaanuntuknegarasebisamungkinharusdihindari.18

Tujuannegarahukum adalah,bahwanegaramenjadikanhukum

sebagai“supreme”,setiappenyelenggaranegaraataupemerintahanwajib

tundukpadahukum (subjecttothelaw).Tidakadakekuasaandiatas

hukum (abovethelaw)semuanyaadadibawahhukum (undertheruleof

law).Dengankedudukaninitidakbolehadakekuasaanyangsewenang-

wenang (arbitrary power)atau penyalahgunaan kekuasaan (abuse of

power).19

Esensisuatunegaraberkembangsejalandenganperkembangan

peradaban dan kebutuhan manusia.Karena itu,teoridan pemikiran

tentang negara pun terus mengalamiperkembangan.20Konsep negara

hukum tidakterpisahkandaripilarnyasendiriyaitupaham kedaulatan

hukum.Paham iniadalah ajaran yang mengatakan bahwakekuasaan

tertinggiterletakpada hukum atau tidakada kekuasaan lain apapun,

kecualihukum semata.21

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori

18HotmaP.Sibeua.Op.Cit,h.12.
19Sumali.ReduksiKekuasaanEksekutifdiBidangPeraturanPenggantiUndang-

undang(Perpu),UniversitasMuhammadiyahMalang,Malang,2013,h.11.
20MalianSobirin.GagasanPerlunyaKonstitusiBaruPenggantiUUD 1945.FH

UniversitasIndonesia,Jakarta,2015,h.25.
21Ibid,h,36-37.
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kedaulatanhukum yangpadaprinsipnyamenyatakanbahwakekuasaan

tertinggididalam negara adalah hukum.Oleh sebab itu seluruh alat

perlengkapannegaratermasukwarganegaraharustundukdanpatuh

sertamenjunjungtinggihukum.

Halinisesuaidengan pendapatyang dikemukakan oleh Krabe
sebagaiberikutnegara sebagaipencipta dan penegak hukum
didalam segalakegiatannyaharustundukpadahukum yangberlaku.
Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan
pengertian hukum itu,maka hukum bersumberdarikesadaran
hukum rakyat,maka hukum mempunyaiwibawa yang tidak
berkaitandenganseseorang(impersonal).22

Berdasarkan pandangan Plato mengenaikonsep negarahukum,

makadapatdipahamibahwatimbulnyapemikirantentangnegarahukum

merupakan reaksiterhadap kesewenangan-wenangan dimasa lampau.

Dengandemikian,unsur-unsurnegarahukum mempunyaihubunganyang

eratdengansejarahdanperkembanganmasyarakatdarisuatubangsa.23

Penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara atau

pengauasapemerintahantidakdapatdilepaskandaripembatasanyang

telahditetapkandalam hukum,sebabpenggunaanwewenangbertolak

darikonseppembagiankekuasaanyangmerupakanciriataukarakter

negara hukum.Secara konvensional,konsep negara hukum selalu

dikaitkandenganprinsip-prinsippemerintahanyangharusdidasarkanatas

hukum dan konstitusi,adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan

negarakedalam fungsiyangberbeda-beda

22B.HestuCiptoHandoyo,Hukum TataNegaraIndonesia,CahayaAtmaPustaka,
Yokyakarta,2015,h.17.

23Ni’matulHuda,Negara Hukum,Demokrasidan JudicialReview.UIIPress,
Yogyakarta,2015,h.1
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Embriomunculnyagagasannegarahukum yangdikemukakanoleh
Platoadalahdenganmengintroduksikonsepnomoi.Dalam konsep
nomoi,Platomengemukakanbahwapenyelenggaraanyangbaik
ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.
Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika
didukung oleh muridnya Aristoteles,yang menuliskan kedalam
bukunyapolitica.24

Pemikiranataukonsepmanusiatentangnegarahukum lahirdan

berkembangseiringperkembangansejarahmanusia.Meskipunkonsep

negarahukum dianggapsebagaikonsepuniversal,namunpadatataran

implementasinya sangat dipengaruhioleh karakteristik negara dan

manusianyayangberagam.Konsepnegarahukum sangatdipengaruhi

oleh karakteristik suatu bangsa,sistem hukum dan juga dipengaruhi

falsafahbangsaatauideologisuatunegara.25 Konseppemikirannegara

hukum yang didasaripada perkembangan sejarah dan ideologisuatu

bangsa,kemudianmenimbulkanberbagaibentuknegarahukum.

Sebagaicontoh,konsepnegarahukum menurutnomokrasiIslam,

yangkonsepnegarahukum padanilai-nilaiyangterkandungpadaAl-Quran

danAl-Sunnah.NomokrasiIslam adalahnegarahukum yangmemiliki

prinsip-prinsipumum sebagaiberikut:

1)Kekuasaansebagaiamanah.
2)Musyawarah.
3)Keadilan.
4)Persamaan.
5)Pengakuan.
6)Perlindungansetiaphak-hakasasimanusia.
7)Peradilanbebas.
8)Perdamaian.

24RidwanHR.Hukum AdministrasiNegara.RajaGrafindoPersada,Jakarta,2016,
h.2.

25Titik TriWulan Tutik,KontruksiHukum Tata Negara Indonesia Pasca
AmandemenUUD1945.PrenadaKencanaMediaGroup,Jakarta,2010,h.52.
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9)Kesejahteraan,danprinsipketaatanrakyat.26

Negarahukum menurutkonsepEropaKontinentalyangdinamakan

rechtsstaat.Konseprechtsstaatbertumpuatassistem Hukum Kontinental

yang disebutcivillaw dengan karakteristik civillaw yang bersifat

administrative.27Sedangkannegarahukum menurutkonsepAngloSaxon

(ruleoflaw)Konsepruleoflaw berkembangsecaraevolusioner.Konsep

theruleoflaw bertumpuatassistem Hukum yangdisebutcommonlaw.

Karakteristikcommonlaw adalahjudicial.28 Selanjutnya,konsepsocialist

legality,melahirkansuatukonsepyangdianutdinegara-negarakomunis,

yangtampaknyahendakmengimbangikonsepruleoflawyangdipelopori

olehnegara-negaraanglo-saxon.29

Adapun konsep negara hukum yang dianutdan diterapkan di

negaraIndonesiaadalahsuatukonsepnegarahukum yangtimbuldari

nilai-nilaidannorma-normasertajiwabangsaIndonesia,yaknikonsep

negara hukum Pancasila.30Konsep negara hukum Pancasila telah

menjadikanPancasilasebagaisumberhukum utama.Olehkarenaitu,

pembentukan sistem hukum nasionalharus memilikicirikhas dan

karakteristikyang sesuaidengan nilai-nilaiPancasilayang merupakan

falsafah hidup dan nilaikebenaran yang harus diaplikasikan dalam

26TahirAzhary,NegaraHukum,PrenadaKencanaMediaGroup,Jakarta,2010,h.
85-86

27Ni’matulHuda,Hukum TataNegaraIndonesia,RajaGrafindoPersada,Jakarta,
2006,h.74

28Ibid.
29TahirAzhary,Op.Cit,h.91.
30RidwanHR,Op.Cit,h.2.
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kehidupanmasyarakatIndonesia.31

Eksistensinegara Indonesia sebagainegara hukum,ditegaskan

dalam Pasal1Ayat(3)UUDNRITahun1945yangmenyebutkan:"Negara

Indonesiaadalahnegarahukum".Dengandasaryangdemikian,maka

kedaulatan tertinggidinegara Indonesia bersumberatau berdasarkan

padahukum.Dalam konteksnegaraIndonesiasebagainegarahukum,

sesuaidenganungkapanCicero,yangmenyatakan“Ubisocietasibuius”

yangartinyadimanaadamasyarakatdisituadahukum.32

Istilah negara hukum terbentukdaridua suku kata,yaknikata

negaradanhukum,33 yangmenunjukkaneksistensinegaradanhukum

dalam satukesatuan. Padanankatainimenunjukkanbentukdansifat

yangsalingmengisiantaranegaradisatupihakdanhukum dipihaklain.

Tujuannegaraadalahuntukmemeliharaketertibanhukum (rectsorde).

Olehkarenaitu,negaramembutuhkanhukum dansebaliknyapulahukum

dijalankandanditegakkanmelaluiotoritasnegara.

Sebagaikonsekuensidianutkonsepnegarahukum dalam UUDNRI
Tahun1945,makasetiaptindakanaparaturpenegakhukum harus
dilandasihukum,dalam halinimencakuphukum dasar(UUDNRI
Tahun1945)danundang-undangsebagaiturunannya.Kemudian
sebagaibangsayangingintetapbersatu,bangsaIndonesiatelah
menetapkandasardanideologinegara,yakniPancasilayangdipilih
sebagaidasarpemersatudanpengikatyangkemudianmelahirkan
kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial,politik,dan
hukum.34

31YopiGunawandanKrtistian,PerkembanganKonsepNegaraHukum danNegara
Hukum Pancasila.RefikaAditama,Bandung,2015,h.3.

32Moh.Mahfud,MD,Membangun Politik Hukum,Menegakkan Konstitusi.
RajawaliPers,Jakarta,2011,h.12.

33MajdaElMuhtaj,HakAsasiManusiadalam KonstitusiIndonesia,Prenada
KencanaMediaGroup,Jakarta,2005,h.19.

34Ibid.h.13.
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Negarahukum berawaldariidesistem hukum yangdilaksanakan

untukmembentuksebuahsistem yangmenjaminkepastianhukum dan

perlindunganhakasasimanusia(humanrights).Konsepdasardarinegara

hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan

bermasyarakat,berbangsadanbernegaraharusberdasarkanhukum yang

dirancangdandibuatolehpembentukundang-undang.35

Konsepnegarahukum Pancasilamerupakankonsepnegarahukum

yangdikembangkandanditerapkandiIndonesia.Dalam konsepnegara

hukum IndonesiamenempatkanPancasilasebagaisumberdarisegala

sumberhukum diIndonesia.Haliniberartibahwa setiap peraturan

perundang-undangan harus sesuaidengan nilai-nilaiyang terkandung

dalam Pancasila.

Indonesiasebagainegarahukum secarategasdinyatakandalam

rumusanPasal 1Ayat(3)UUDNRITahun1945,yangberbunyi:“Negara

Indonesianegarahukum”.Negarahukum dimaksudadalahnegarayang

menegakansupremasihukum untukmenegakkankebenarandankeadilan.

Dengankatalain,negarahukum ialahnegarayangberdiridiatashukum

yangmenjaminkeadilankepadawarganegaranya.

Keadilanmerupakansyaratutamaterciptanyakebahagiaanhidup
warganegaradansebagaidasardaripadakeadilanitu,makaperlu
untukmengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agaria
menjadiwarganegarayangbaik.Demikianpuladenganperaturan
hukum yang sebenarnya,peraturan hukum itu hanya ada dan
dianggapadajikaperaturantersebutmencerminkankeadilanbagi

35YopiGunawandanKrtistian,Op.Cit,h.21.
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pergaulanhidupantarwarganegara.36

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil,maka dalam

setiapnegarayangmenganutpaham negarahukum umumnyaberlaku3

(tiga) prinsip dasar,yaknisupremasihukum (supremacy of law),

kesetaraandihadapanhukum (equalitybeforethelaw),danpenegakan

hukum dengancaratidakbertentangandenganhukum (dueprocessof

law),dalam rangkamencapaikeadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang

sama(equalprotection)ataupersamaandalam hukum (equalitybefore

thelaw).Dalam konsepnegarahukum,makahukum memegangkendali

tertinggidalam penyelenggaraannegara.Halinisesuaiprinsipdarinegara

hukum,bahwahukumlahyangmemerintahdanbukanorang(Theruleof

law,andnotofMan).Halinisejalandenganpengertiannomocratie,yaitu

kekuasaanitudijalankanolehhukum.37

b.TeoriPenegakanHukum

Penegakanhukum merupakansuatuusahauntukmewujudkanide-

idekeadilan,kepastianhukum dankemanfaatansosialmenjadikenyataan.

Jadipenegakanhukum padahakikatnyaadalahprosesperwujudanide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau

berfungsinyanorma-normahukum secaranyatasebagaipedomanpelaku

36Moh.KusnardidanHarmailyIbrahim,Op.Cit,h.153.
37TahirAzhary,Op.Cit,h.84.
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atauhubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakatdan

bernegara.38Penegakanhukum merupakanusahauntukmewujudkanide-

ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi

kenyataan.Penegakanhukum merupakansuatuprosesyangmelibatkan

banyakhal.39

MenurutSoerjono Soekanto,penegakanhukum adalahkegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilaiyang terjabarkan didalam kaidah-

kaidah/pandangan nilaiyang mantap dan mengejewantah dan sikap

tindaksebagairangkaianpenjabarannilaitahapakhiruntukmenciptakan,

memeliharadanmempertahankankedamaianpergaulanhidup.40

Penegakan hukum menurutIlhamiBisriadalah usaha semua

kekuatanbangsa,menjadikewajibankolektifsemuakomponenbangsa,

danmerupakanralatbahwahukum hanyabolehditegakkanolehgolongan

-golongantertentusaja,antaralain:

1)Aparaturnegarayangmemangditugaskandandiarahkanuntuk
itusepertipolisi,hakim danjaksa,yangdalam duniahukum
disebutsecara idealsebagaithe three musketersatau tiga
pendekarhukum,yangmempunyaifungsipenegakandengan
sifatyangberbeda-bedaakantetapibermuarapadaterciptanya
hukum yangadil,tertibdanbermanfaatbagisemuamanusia.
Polisimenjadipengaturdanpelaksanapenegakanhukum di
dalam masyarakat,hakim sebagaipemutushukum yangadil
sedangkanjaksaadalahinstitusipenuntutannegarabagipara
pelanggarhukum yangdiajukanpolisi;

2)Pengacara yang memilikifungsiadvokasidan mediasibagi
masyarakatbaikyangbekerjasecaraindividualataupunyang
bergabungsecarakolektifmelaluilembaga-lembagabantuan

38 Sudikmo Mertokusumo,Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,Citra Aditya
Bhakti,Bandung,2011,h.1.

39ShantiDellyana,KonsepPenegakanHukum,Liberty,Yogyakarta,2018,h.32
40 Soerjono Soekanto,Faktor-Faktoryang MempengaruhiPenegakanHukum,

RajawaliPress,Jakarta,2014,h.3.
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hukum,yangmenjadipenuntunmasyarakatyangawam hukum,
agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai
manusia yang memiliki kehormatan,hak dan kewajiban,
sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran,
keadilanyangdilandasipenghormatanmanusiaatasmanusia;

3)Paraeksekutifyangbertebarandiberbagailahanpengabdian
sejakdaripegawaipemerintahyangmemilikiberanekafungsi
dantugaskewajibansampaikepadaparapenyelenggarayang
memilikikekuasaanpolitik(legislatif);

4)Masyarakatpenggunajasahukum yangkadang-kadangsecara
ironimenjadimasyarakatpencarikeadilan.41

Berkaitan dengan penegakan hukum ini,Barda NawawiArief

menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk

menanggulangikejahatansecararasional,memenuhirasakeadilandan

berdayaguna.Dalam rangkamenanggulangikejahatanterhadapberbagai

saranasebagaireaksiyang dapatdiberikan kepadapelaku kejahatan,

berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat

diintegrasikansatudenganyanglainnya.Apabilasaranapidanadipanggil

untukmenanggulangikejahatan,berartiakandilaksanakanpolitikhukum

pidana,yaknimengadakanpemilihanuntukmencapaihasilperundang-

undanganpidanayangsesuaidengankeadaandansituasipadasuatu

waktudanuntukmasa-masayangakandatang.42

Penegakanhukum dapatmenjaminkepastianhukum,ketertiban

danperlindunganhukum padaeramodernisasidanglobalisasisaatini

dapatterlaksana,apabila berbagaidimensikehidupan hukum selalu

menjagakeselarasan,keseimbangandankeserasianantaramoralitassipil

41IlhamiBisri,Sistem Hukum Indonesia:Prinsip-PrinsipdanImplementasiHukum
diIndonesia,RajawaliPers,Jakarta,2012,h.128.

42 BardaNawawiArief,KebijakanHukum Pidana,CitraAdityaBakti,Bandung,
2012,h.109.
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yang didasarkan oleh nilai-nilaiactualdidalam masyarakatberadab.

Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk

masyarakatdalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk

melihat penegakan hukum pidana sebagaisuatu sistem peradilan

pidana.43

Sebagaisuatu proses yang bersifatsistemik,maka penegakan

hukum pidana menampakkan dirisebagaipenerapan hukum pidana

(criminallawapplication)yangmelibatkanpelbagaisubsistem struktural

berupa aparatkepolisian,kejaksaan,pengadilan dan pemasyarakatan

termasukdidalamnyatentusajalembagapenasehathukum.

c.TeoriPembuktian

Sistem pembuktiandapatdiberibatasansebagaisuatukebulatan

ataukeseluruhanyangsalingkaitmengaitdanberhubungansatudengan

lainyang terpisahkandanmenjadisuatukesatuanyang utuh.Sistem

pembuktianterutamatentangalat-alatbuktiapayangbolehdigunakan

untukmembuktikan,carabagaimanaalatbuktiitubolehdipergunakan,

dannilaikekuatandarialat-alatbuktitersebutsertastandar/kriteriayang

menjadiukurandalam mengambilkesimpulantentangterbuktinyasesuatu

(objek)yangdibuktikan.Sistem pembuktianadalahmerupakanketentuan

tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam

menarikkesimpulantentangterbuktinyaapayangdibuktikan.Pengertian

sistem pembuktian yang mengandung isiyang demikian,dapatpula

43Ibid.,h.110.
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disebutdenganteoriatauajaranpembuktian.44

Adabeberapasistem pembuktianyangtelahdikenaldalam doktrin

hukum pidana,yaitu:

1)Sistem keyakinanbelaka(convictionintime)

Menurut sistem ini,hakim dapat menyatakan telah terbukti

kesalahanterdakwamelakukantindakpidanayangdidakwakandengan

didasarkanpadakeyakinansaja,dantidakperlumempertimbangkandari

mana(alatbukti)diperolehdanalasan-alasanyangdipergunakanserta

bagaimanacaranyadalam membentukkeyakinantersebut.Jugatidak

perlumempertimbangkanapakahkeyakinanyangdibentuknyaitulogis

atautidaklogis.Bekerjanyasistem inibenar-benarbergantungkepadahati

nuranihakim.45

2)Sistem keyakinandenganalasanlogis(laconvictioninraisonne)

Sistem inilebih maju sedikitdaripada sistem yang pertama,

walaupun kedua sistem dalam halmenarik hasilpembuktian tetap

didasarkanpadakeyakinan.Lebihmaju,karenadalam sistem yangkedua

inidalam halmembentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk

menarikkesimpulantentangterbuktinyakesalahanterdakwamelakukan

tindakpidana,didasarkanpadaalasan-alasanyanglogis.Walaupunalasan

-alasanitudenganmenggunakanalat-alatbuktibaikyangadadisebutkan

dalam undang-undangmaupundiluarundang-undang.46

Sistem iniwalaupunundang-undangmenyebutdanmenyediakan

44R.Subekti,Hukum Pembuktian,PradnyaParamita,Jakarta,2007,h.9
45R.WirjonoProdjodikoro,Hukum AcaraPidanadiIndonesia,SumurBandung,

Bandung,2015,h.110.
46Ibid,h.111.
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alat-alatbukti,tetapidalam halmenggunakannyadanmenaruhkekuatan

alat-alatbuktitersebutterserah pada pertimbangan hakim dalam hal

membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang

dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya alasan yang

digunakannyadalam halmembentukkeyakinanhakim masukakal,artinya

dapatditerimaolehakalorangpadaumumnya.Sistem inikadangdisebut

dengansistem pembuktiankeyakinanbebas(vrijebewjstheorie)karena

dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat-alat

buktidanmenyebutkanalasan-alasandarikeyakinanyangdiperolehnya

darialat-alatbuktitersebut.47

3)Sistem pembuktian melalui undang-undang (posistief wettlijk

bewijstheorie)

Sistem pembuktianinidisebutdengansistem menurutundang-

undang secara positif.Maksudnya,adalah dalam halmembuktikan

kesalahanterdakwamelakukantindakpidanadidasarkansemata-mata

pada alat-alatbuktiserta cara-cara mempergunakannya yang telah

ditentukanterlebihdahuludalam undang-undang.

Pembuktikanyangtelahsesuaidenganapayangtelahditentukan

terlebihdahuludalam undang-undang,baikmengenaialat-alatbuktinya

maupun cara-cara mempergunakannya maka hakim harus menarik

kesimpulanbahwakesalahanterdakwamelakukantindakpidanatelah

terbukti.Keyakinanhakim samasekalitidakpentingdanbukanmenjadi

bahanyangbolehdipertimbangkandalam halmenarikkesimpulantentang

47AndiMuhammadSofyandanAbd.Asis,Hukum AcaraPidanaSuatuPengantar,
Kencana,Jakarta,2014,h.228.
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kesalahanterdakwamelakukantindakpidana.Sistem iniadalahsistem

yang berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan

semata-mata.48

Sistem pembuktianinihanyasesuaidenganhukum acarapidana

khususnyadalam halpemeriksaanyangbersifatinkuisitor(inquisitoir)

sepertiyangpernahdianutdahuludibenuaEropa.49 Sistem pembuktian

demikian pada saat ini sudah tidak ada penganut lagi, karena

bertentangan dengan hak-hak asasimanusia,yang ada pada zaman

sekarang sangatdiperhatikan dalam halpemeriksaan tersangka atau

terdakwaoleh negara.Sistem inisamasekalimengabaikan perasaan

nuranihakim.50

4)Sistem pembuktianmenurutundang-undangsecaraterbatas(negatief

wettelijkbewijstheorie)

Menurutsistem ini,dalam halmembuktikankesalahanterdakwa

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,hakim tidak

sepenuhnyamengandalkanalat-alatbuktisertadengancara-carayang

ditentukan oleh undang-undang.Keyakinan yang dibentuk haruslah

didasarkanatasfakta-faktayangdiperolehdarialatbuktiyangditentukan

dalam undang-undang.Kegiatanpembuktiandidasarkanpada2(dua)hal,

yaitu alat-alatbuktidan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak

48HariSasangkadan LilyRosita,Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,
MandarMaju,Bandung,2013.h.11.

49R.WirjonoProdjodikoro,OpCit,h.111.
50AndiHamzah,Hukum AcaraPidanaIndonesia,SinarGrafika,Jakarta,2012,

h.247.
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dipisahkan,yangtidakberdirisendiri-sendiri.51

Disebutdengan sistem menurutundang-undang,karena dalam

membuktikanharusmenurutketentuanundang-undangbaikalat-alatbukti

yangdipergunakanmaupuncaramempergunakannyasertasyarat-syarat

yang harusdipenuhiuntukmenyatakantentang terbuktinyakesalahan

terdakwa melakukan tindakpidana yang didakwakan.Disebutdengan

terbatas,karenadalam melakukanpembuktianuntukmenarikkesimpulan

tentangterbuktinyakesalahanterdakwamelakukantindakpidana.

Ketiadaankeyakinanhakim tidakbolehmenyatakansesuatu(objek)

yangdibuktikansebagaiterbukti,walaupunalatbuktiyangdipergunakan

telahmemenuhisyaratminimalbukti.Hukum pembuktiandalam hukum

acarapidanakitasejakberlakunyaHetHerzieneIndonesischReglement

(HIR) dahulu dan kiniKUHAP adalah menganutsistem inisecara

konsekuen.Pasal294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa :“Tidak

seorangpun boleh dikenakan hukuman,selain jika hakim mendapat

keyakinandenganalatbuktiyangsah,bahwabenartelahterjadiperbuatan

yangbolehdihukum danbahwaorangyangdituduhitulahyangsalah

tentangperbuatanitu”.52

2.KerangkaKonseptual

Konsep adalah suatu konstruksimentalyaitu sesuatu yang

dihasilkanolehsuatuprosesyangberjalandalam pikiranpenelitianuntuk

51AndiMuhammadSofyandanAbd.Asis,Op.Cit.,h.229.
52R.Tresna,KomentarHIR,PradnyaParaminta,Jakarta,2014,h.237.
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keperluananalitis.53Suatukonsepatausuatukerangkakonsepsionilpada

hakekatnyamerupakansuatupengaruhataupedomanyanglebihkonkrit

daripadatingkatteoritisyangseringkalimasihbersifatabstrak.Namun

demikian kerangka konsepsionilmasih juga kadang-kadang dirasakan

abstraksehinggadiperlukandefenisi-defenisioperasionalyangakandapat

dijadikansebagaipegangankonkritdidalam prosespenelitian.

Mendapatkankejelasanmakaperludisampaikanbeberapabatasan

sebagaidefinisioperasionaldalam penelitianiniyaitu:

a.Peranan adalahh aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang

melaksanakanhakdankewajibannyasesuaidengankedudukannya,

makaorangtersebuttelahmenjalankansuatuperanan.Peranandan

kedudukansalingtergantungsatusamalain.Tidakadaperanantanpa

kedudukan,demikianpulatidakadakedudukantanpaperana.

b.KepolisianmenurutPasal1butir1Undang-UndangNomor2Tahun

2002TentangKepolisian,bahwaKepolisianadalahsegalahal-ihwal

yang berkaitan dengan fungsidan lembaga polisisesuaidengan

peraturanperundang-undangan

c.Pemberantasan peredaran narkoba merupakan usaha-usaha yang

telah dilakukan oleh dilakukan oleh Pemerintah dengan

mengedepankanPolridanBNN(BadanNarkotikaNasional),agardapat

mewujudkansumberdayamanusiaIndonesiaseutuhnya.

53Soerjono Soekanto dan SriMamudji,Penelitian Hukum Normatif,Suatu
TinjauanSingkat,RajaGrafindoPersada,Jakarta,2015,h.7.
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d.Narkoba merupakan salah satu jenis psikotropika yang termasuk

dalam golonganIstimulansiabentuknyasepertikristalputih yang

digolongkanstimulansiaadalahobat-obatyangmengandungzat-zat

yang merangsang terhadap otak dan syaraf.Obat-obattersebut

digunakanuntukmeningkatkandayakonsentrasidanaktivitasmental

sertafisik.

E.Asumsi

Asumsiadalahanggapanyangbelum terbuktikebenarannyadan

memerlukanpembuktiansecaralangsung.Asumsiyangdigunakandalam

penelitianiniadalahsebagaiberikut:

1.Pengaturanpemberantasan penyalahgunaandanperedarannarkotika

diIndonesia ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor35Tahun

2009TentangNarkotikayaitudimanapengedartersebutdikenakan

sanksidenganhukumanterberatyaituhukumanmatisebagaimana

terdapatdiPasal114dan119.

2.Perankepolisiandalam memberantaspenyalahgunaandanperedaran

narkotika didiwilayah hukum Polres Nias Selatan adalah upaya

penanggulangansecarapenal(hukum pidana),yaitumenitikberatkan

padaupayarepresif.

3.Kendala kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan dan

peredaran narkotika diwilayah hukum PolresNiasSelatan adalah

disebabkan keterbatasan personilpenyidik,keterbatasan anggaran

sertakemampuanpenyidikdalam prosespenyidikanterhadaptindak
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pidananarkotika.

F.KeaslianPenelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penelitidi

perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa

penelitiantentang“PenegakanHukum TerhadapPeredaranNarkotikaDi

Wilayah Hukum Kepolisian ResorNias Selatan Ditinjau DariUndang-

Undang Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (StudiKasus Di

KepolisianResorNiasSelatan)belum pernahdilakukan.

Berdasarkanhasilpenelusuransementaradanpemeriksaanyang

telahdilakukandikepustakaan,ditemukanbeberapapenelitianmengenai

tindakpidananarkotika,tetapirumusanmasalahnyaberbedayaitu:

1.PurnanamaSriP(Program MagisterHukum UniversitasHasanuddin)

denganjudultesis:TinjauanKriminologisTerhadapTindakPidana

PeredaranNarkobaDiDalam LembagaPemasyarakatanKlasIKota

Makassar.Permasalahandalam tesistersebutadalah:

a.Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangiterjadinya tindak

pidanaperedarannarkobadidalam LembagaPemasyarakatanKlas

IKotaMakassar?

b.Bagaimanakah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk

menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba di dalam

LembagaPemasyarakatanKlasIKotaMakassar?

c.Bagaimanakendaladalam menanggulangitindakpidanaperedaran
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narkobadiLembagaPemasyarakatanKlasIKotaMakassar?

2.Joseph Jogitua Parlinggoman Sidabalok (Skripsi Universitas

Hasanuddin)denganjudul:AnalisisKriminologisOknum PolriSebagai

Bandar Narkoba (Studi Kasus Di Polresta Bandar Lampung).

Permasalahandalam skripsitersebutadalah:

a.Apakah faktor-faktoryang menyebabkan oknum Polrimenjadi

bandarnarkoba?

b.Bagaimana penegakan hukum terhadap oknum Polrimenjadi

bandarnarkoba?

c.Bagaimanakahupayapenanggulanganterhadapoknum Polriyang

menjadibandarnarkoba?

3.Rosmawati(Program MagisterIlmu Hukum Universitas Sumatera

Utara)denganjudultesis:TinjauanYuridisTentangPenyalahgunaan

NarkotikaTerhadapAnggotaPolisiRepublikIndonesiaBerdasarkan

Undang-UndangNarkotikaNomor35Tahun2009TentangNarkotika.

Permasalahandalam tesisiniadalah:

a.FaktorapakahyangmenjadipenyebabanggotaPolisimelakukan

penyalahgunaannarkotika?

b.BagaimanaprosesperadilanterhadapterhadapanggotaPolisidan

penerapansanksinya?

c.Bagaimanakendaladanupayadalam mencegaholisimelakukan

penyalahgunaannarkotika?

G.MetodePenelitian
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1.SifatPenelitian.

Penelitian inibersifatdeskriptifanalisis yaitu penelitian yang

menggambarkan,menelaah,menjelaskan serta menganalisa peraturan

perundang-undanganyangberkaitanpadatujuanpenelitianini.Tujuan

dalam penelitiandeskriptifadalahuntukmenggambarkansecaratepat

sifat-sifatindividu,keadaan,gejalaataukelompoktertentu,atauuntuk

menentukan frekuensiatau penyebaran suatu gejala atau frekuensi

adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam

masyarakat.54 Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah

mengetahuimaknayang dikandung olehistilah-istilahyang digunakan

dalam aturanundang-undangsecarakonsepsional,sekaligusmengetahui

penerapannyadalam praktik.55

Jenispenelitianhukum yangdigunakanadalahyuridisnormatifdan

penelitian hukum empiris.Penelitian yuridis normatif adalah suatu

penelitianyangmenempatkannormasebagaiobyekpenelitian,baiknorma

hukum dalam peraturan perundang-undangan,norma hukum yang

bersumberdarisuatuundang-undang56.Disebutjugapenelitianhukum

doktrinalyaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.

Penelitianhukum normatifdikenalsebagaipenelitianhukum yangbersifat

kualitatif.Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang

54 Kontjaraningrat,Metode-Metode Penelitian Masyarakat,Gramedia,Jakarta,
2017,h.42.

55JohnnyIbrahim,TeoridanMetodologiPenelitianHukum Normatif,Bayumedia
Publishing,Malang,2018,h.310

56 Soerjono Soekanto danSriMamudji,PenelitianHukum Normatif,Rajawali
Pers,Jakarta,2015,h.70
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menggunakansumberdataprimer.57

2.MetodePendekatan

Pendekatanyangdipakaidalam penelitianiniadalahpendekatan

peraturan Perundang-undangan (statute approach)58 dan pendekatan

kasus(caseapproach)dalam melakukananalisaterhadapkasus(case

study)padaPengadilan.PendekatanKasus(caseapproach)dilakukan

dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan

denganisuhukum yangdihadapiyangtelahmenjadiputusanpengadilan

yangberkuatanhukum tetap.

3.AlatPengumpulanData

Pengumpulandatamerupakansalahsatutahapandalam proses

penelitianyangsifatnyamutlakuntukdilakukankarenadatamerupakan

sumberyang akan diteliti.Pengumpulan data difokuskan pada pokok

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi

penyimpangandankekaburandalam pembahasannya.Pengumpulandata

dalam penelitianinimempergunakandataprimerdandatasekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan

kebenarannyasertadapatdipertanggungjawabkanhasilnya,makadata

dalam penelitian inidiperoleh dengan alatpengumpulan data yang

dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studikepustakaan (library

research),yaitupenelitianyangdilakukandengancarapengumpulandata

57RonnyHanitijoSoemitro,MetodelogiPenelitianHukum,Ghalia,Jakarta,2008,
h.10.

58SoerjonoSoekantodanSriMamudji,PenelitianHukum Normatif,RajawaliPers,
Jakarta,2015,h.1.
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denganmelakukanpenelaahankepadabahanpustakaataudatasekunder

yangmeliputibahanhukum primer,bahanhukum sekunderdanbahan

hukum tersier.

4.ProsedurPengambilandanPengumpulanData

Penelitian inimenggunakan bahan yang diperoleh darihasil

penelitian kepustakaan.Daripenelitian kepustakaan dikumpulkan data

sekunderyangmeliputibahanhukum primer,bahanhukum sekunderdan

bahanhukum tertier.59

Penelitiannormatif,datayangdiperlukanadalahdatasekunder.

Data sekundertersebutmempunyairuang lingkup yang sangatluas,

sehingga meliputisurat-suratpribadi,buku-buku harian,sampaipada

dokumen-dokumenresmiyangdikeluarkanolehpemerintah.60

Bahanhukum yangdipergunakandalam penelitianhukum normatif

yaitubahanhukum primerdanbahanhukum sekunder.Datasekunder

dibidang hukum dipandang darisudutkekuatan mengikatnya dapat

dibedakanmenjadi:

a.BahanHukum Primer:

Bahanhukum primerterdiridariasasdankaidahhukum.Perwujudan

asasdankaidahhukum iniberupa:

1)UUD 1945HasilAmandemendanProses AmandemenUUD
1945secaralengkap(pertama2009-keempat2002).

2)KitabUndang-UndangHukum Pidana.
3)Undang-Undang Nomor2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

NegaraRepublikIndonesia.

59SoerjonoSoekantodanSriMamudji,Op.Cit,h.39.
60 AbdulKadirMuhammad,Hukum danPenelitianHukum,CitraAdityaBakti,

Bandung,2014,h.122.
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4)Undang-UndangNomor35Tahun2009TentangNarkotika
5)Undang-UndangNomor5Tahun1997tentangPsikotropika

b.BahanHukum Sekunderterdiriatasbuku-bukuhukum (textbook),

jurnal-jurnalhukum,karyatulishukum ataupandanganahlihukum

yangtermuatdalam mediamasa,kamusdanensiklopediahukum,

internetdenganmenyebutnamasitusnya.Didalam penelitianini,

buku-bukuhukum yangdipergunakandiantaranyabukutentang

anak.

c.Bahan hukum tertieryaitu bahan yang memberpetunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primerdan bahan hukum

sekundersepertikamusumum,kamushukum,ensiklopediadan

lainsebagainya.61

5.AnalisisData

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan,

mengelompokkan,memberikan kode dan mengategorikannya hingga

kemudianmengorganisasikandalam suatubentukpengelolaandatauntuk

menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkatmenjaditeori

substantif.62 Untuk menemukan teori dari data tersebut maka

menggunakanmetodekualitatifadalahpenelitianyangmengacupada

normahukum yangterdapatdalam peraturanperundang-undangandan

putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang

dalam masyarakat.63

61NomensenSinamo,MetodePenelitianHukum dalam TeoridanPraktek,Bumi
IntitamaSejahtera,Jakarta,2010,h.16.

62LexyJMoleong,Op.Cit,h.103
63ZainuddinAli,MetodePenelitianHukum,SinarGrafika,Jakarta,2009,h.105
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BABII

PPENGATURANPEMBERANTASAN PEREDARAN
NARKOTIKADIINDONESIA

A.PenyalahgunaandanPeredaranNarkotika

Narkotika berasaldaribahasa Yunani”narkoun”yang berarti

membuatlumpuhataumatirasa.73 Narkotikasudahdikenalsejaktahun

2000SM denganistilahcanduataumadatatauopium,yaitusebagaialat

untukupacara-upacararitualatauuntukpengobatan,danperdagangan

candumulaiberkembangpesatdiMesir,Yunani,TimurTengah,Asiadan

AfrikaSelatan,denganpemakaiterbesardarietnisCina.Kemudianpada

tahun1803seorangapotekerJermanmenemukansejenisopium atau

candu,yangdiberinamamorfin(daribahasaLatin”morpheus”yaitunama

dewamimpiYunani).74

Perbedaan psikotropika dengan narkotika adalah psikotropika

merupakan suatu zatatau obat,baikalamiah maupun sintetisbukan

narkotika,yang berkhasiatpsikoaktifmelaluipengaruh selektifpada

susunansarafpusatyangmenyebabkanperubahankhaspadaaktivitas

mentaldanperilaku. Sedangkannarkotikaadalahsuatuobatatauzat

alami,sintetismaupunsemisintetisyangdapatmenyebabkanturunnya

kesadaran,menghilangkanataumengurangihilangrasaataunyeridan

perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat

tersebutsecaraterusmenerus.

Indonesiabukanhanyanegaratransitnarkotikalagi,tetapisudah
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menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi

pengekspornarkotikajenisganja,ekstasidanlain-laindenganindikasi

adanyapengirimanmelaluipaketdankurirdariIndonesiakeluarnegeri

maupunpaketdankurirdariluarnegeriyangdialamatkanlangsungke

Indonesia.Indonesiasebagaisalahsatunegaradiduniayangsangat

padatpenduduknya,tentu saja merupakan pasarpotensialnarkotika.

Sangatbanyak ditemukanjaringanperedarannarkotikayangberadadi

suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata

mempunyaijaringaninternasional.75

Kemiskinanmenyebabkanorangrentanterhadappenyalahgunaan

dan peredaran gelap narkotika.Menurutketentuan Pasal1 angka 6

Undang-UndangNomor35Tahun2009TentangNarkotikamenyebutkan

peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian

kegiatanyangdilakukansecaratanpahakataumelawanhukum yang

ditetapkansebagaitindakpidananarkotikadanprekusornarkotika.

Penggunaan narkotika secara ilegaldiseluruh dunia termasuk

Indonesiamenunjukkanpeningkatantajam merasukisemuabangsadan

umatsemuaagama,sehinggabenar-benarmengkhawatirkan.Ditanahair

sekarangpenyalahgunaannarkotikasudahmerambahdiseluruhpelosok

tanahair,segalalapisansosialekonomi,tempathiburan,tempatkerja,

hotel,danlain-lain.

Penyalahgunaan narkotika saatinisudah memasukikelompok

remajadankaum mudabukanhanyadinegara-negaraindustrimajudan



34

bangsa-bansayangkaya,tetapijugakelompokremajadankaum mudadi

perkotaan maupun dipedesaan. Penyalahgunaan narkotika adalah

penggunaansalahsatubeberapajenisnarkotikayangdilakukantanpa

aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga

menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmanijiwa dan fungsi

sosialnya.76

Penyalahgunaannarkotikamerupakansuatubentukpenyimpangan

perilaku.Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa

penggunaannarkotikadiluarkeperluanmedisberbahaya,merusakdan

menimbulkan beban beratyang tidak terpikulkan bagidiri,keluarga,

masyarakat,bangsadanumatmanusia.Penyalahgunaannarkotikaadalah

menggunakannarkotikadengantidaktepatguna,tanpahakdanmelawan

hukum.Sebagaicontohnyaadalahmengonsumsinarkotikadengantidak

tepatsecaramedis(tidaksesuaidosisdanindikasiklinisnya)sertatidak

sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk

menggunakannya,mengedarkannyaataumemproduksinya).

MenurutSubagyo Partodiharjo,secara umum penyalahgunaan

narkotikaterdiridariempattahap,yaitu:tahapcoba-coba,tahappemula,

tahapberkala,dantahaptetapataumadat,yangselengkapnyaadalah

sebagaiberikut:

1.Tahapcoba-coba,merupakantahapawaldalam pemakaiannarkotika.

Mulanyahanyamencoba,kemudianmenjadimaulagidanlagi.Sangat

sulituntukmengenaligejalaawalpemakaiannarkotikainikarenatanda

-tandaperubahanpadatubuhsebagaidampaknarkotikabelum terlihat.
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Hanyaorangyangpekadanbenar-benarakrabdenganpemakaisaja

yang dapatmerasakan sedikitadanya perubahan perilaku seperti:

timbulnyarasatakutdanrasamaluyangdisebabkanolehperasaan

bersalahdanberdosa.77

2.Tahappemula,merupakanpeningkatandaritahapcoba-coba,semakin

lamamenjaditerbiasa.Anakmulaimemakainarkotikasecarainsidentil

(padasaatsedih,ataupadasaatmaukepesta),dansudahmerasakan

kenikmatannya.Gejala yang munculpada tahap iniadalah secara

psikismenjadilebihtertutup,jiwanyaresah,gelisah,kurangtenang

sertalebihsensitif,dansecarafisikberbeda-bedasesuaidenganjenis

narkotika yang dipakai,dapatberubah menjadilebih lincah,lebih

periang,danlebihpercayadiridansebaliknyadapatberubahmenjadi

tampaklebihtenangataupunmengantuk.64

3.Tahap berkala,merupakan kelanjutan daripemakaiinsidentilyang

terdorong untukmemakailebih sering lagi.Selain merasa nikmat,

pemakai juga merasakan sakit kalau terlambat atau berhenti

mengonsumsinarkotika,yangbiasadisebutdengankondisisakaw.

Gejalayangmunculpadatahapiniadalahsecarapsikissulitbergaul

dengantemanbaru,pribadinyamenjadilebihtertutup,lebihsensitif,

mudah tersinggung,mulaigemarberbohong,dan secara fisikbila

sedangmemakaitampaknormal,bilatidaksedangmemakaitampak

kurangsehat,kurangpercayadiri,murunggelisah,malas,semakin

64Ibid.
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jelasdibandingkantahapkedua(pemula).65

4.Tahap madat,merupakan tuntutan daritubuh pemakainarkotika

secara berkala.Tubuhnya sendirimenuntutuntuk semakin sering

memakaidengan dosis yang semakin tinggipula,dan jika tidak

memakaiakan mengalamipenderitaan (sakaw).Pada tahap ini

pemakaisamasekalitidakdapatlepaslagidarinarkotika.Gejalayang

munculpadatahapiniadalah:secarapsikissulitbergauldengan

temanbaru,sensitif,mudahtersinggung,egois,maumenangsendiri,

gemarberbohongdanmenipu,seringmencuri,merampas,tidaktahu

malu demimemperoleh uang untuk narkotika,dan secara fisik

badannyakurus,lemah,loyo,matasayu,gigimenguningkecoklatan

dankeropos,sertaterdapatbekassayatanatautusukanjarum suntik.

Dampakatauakibatburukdaripenyalahgunaannarkotikamenurut

SubagyoPartodiharjoantaralainadalahdampakterhadapfisik,dampak

terhadapmentaldanmoral,sertadampakterhadapkeluarga,masyarakat,

danbangsa.78 Dampakterhadapfisik,pemakaiannarkotikayangsudah

sampaipadatahapberkalaakanmengalamisakaw(rasasakityangtidak

tertahankan)jikaterlamabatmengonsumsinarkotika,pemakainarkotika

jugadapatmengalamikerusakanpadaorgan-organvitaltubuhsebagai

akibatlangsungdariadanyanarkotikadalam darah,seperti:kerusakan

paru-paru,ginjal,hati,otak,jantung,dan usus.Sedangkan penyakit

sekunderyang ditimbulkan akibatpemakaian narkotika adalah dapat

65Ibid,h.21



37

terkena penyakitinfeksisepertihepatitis B/C,HIV/AIDS,dan sipilis

(sejenis penyakitkelamin yang disebabkan oleh bakterispirochaeta

pallid).66

Pemakaianyangoverdosisakanberakhirpadasebuahkematian.

Dampakterhadapmentaldanmoral,pemakaiannarkotikayangberupa

kerusakanfisiksepertikerusakanpadasel-selotak,syaraf,danseluruh

jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat

menyebabkanmunculnyastrespadayangbersangkutan,sehinggasemua

penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada

sifat/perangai,sikap,sertaperilakuseperti:paranoidatauselalucuriga

danbermusuhan,psikosisataujahat,bahkantidakpeduliterhadaporang

lain(asosial).Bahkankarenasudahmenjadikecanduanmakatidaksedikit

pulapenyalahgunanarkotikayangmentaldanmoralnyarusak,kemudian

menjadipenipu,penjahat,sertapembunuhsekedaruntukmendapatkan

uangsupayadapatmembelinarkotika.67

Dampakterhadapkeluarga,masyarakat,danbangsaantaralain

adalah berupa masalah psikologi,masalah ekonomi/keuangan,serta

masalah kekerasan dan kriminalitas.Masalah psikologiakan muncul

dalam keluargayangmempunyaianggotakeluargasebagaipenyalahguna

narkotika,diantaranya adalah gangguan keharmonisan dalam rumah

tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat.Masalah

ekonomi/keuanganjugaakanmenimpakeluargadanmasyarakatyang

66HariSasangka, NarkotikaDanPsikotropikaDalam Hukum Pidana,Mandar
Maju,Bandung,2013,h.116.

67Ibid,h.117.
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mempunyaianggotakeluarga/anggotamasyarakatsebagaipenyalahguna

narkotika.Banyakuangyangterbuanguntukpengobatandalam jangka

panjang serta banyak terjadipencurian atau kehilangan barang di

lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan

kriminalitas merupakan akibatdarimasalah ekonomi/keuangan,yang

dapatmeningkatmenjadikekerasandankriminalitas,yangbermuladari

keluargakemudianmerembetketetangga,kemudiankemasyarakatluas,

yangakhirnyasampaikeseluruhpelosoknegeri.Kejahatanmunculdi

mana-mana,kekacauanmerata,kemiskinanmeluas,yangkesemuanya

tersebutakan menghambatpembangunan dan menghancurkan masa

depanbangsa.68

Narkotikatidakselamanyamembawamalapetaka,danjugatidak

selalu berkonotasinegatif.Apabila digunakan dengan baik,tepatdan

benarnarkotikaakanbermanfaatbagikehidupanmanusia.Penggunaan

narkotikadanpsikotropikayangdibenarkanhanyalahuntukkepentingan

medis,misalnya untuk pembiusan pada saatoperasiatau sebagai

pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu

pengetahuanyaitusebagaibahanpenelitian.

Penggunaannarkotika adayangdigunakansecaralegaldanada

pula narkotika dan psikotropika yang digunakan secara ilegal.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan

denganpelanggaran ketentuan yangtelahdiaturolehundang-undang.

68Ibid,h.119.
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Penyalahgunaannarkotikadanpsikotropikainiberartiadanyapemakaian

danpenggunaannarkotika danpsikotropikatanpasepengetahuandan

pengawasan dokteryang jika digunakan secara terus menerus akan

mengakibatkanseseorangmenjadipecandunarkotikadanpsikotropika.69

Penggunaan narkotikamempunyaisifat biladipergunakantanpa

dosis yang ditentukan oleh  dokteruntuk kepentingan medis,dapat

menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat baik frekwensi

penggunaannyamaupunkekuatanjenis-jenisnya.Penggunaan narkotika

di  luarkontroldokterinilahyangdinamakanpenyalahgunaan narkotika

dan dianggap membahayakan baik terhadap pribadi-pribadimaupun

masyarakat.79

Penyalahgunaannarkotikadapatdilakukanolehseseorang akan

tetapimenimbulkanefekgandayaituselain terhadapdirinya sendiri juga

terhadapmasyarakat. Halinidimungkinkankarenapribadimerupakan

anggota masyarakat dan sebaliknya masyarakat berasal dari

perseorangan.Penggunaannarkotikadanpsikotropika olehseseorang

akan menimbulkan  kerawanan bagimasyarakatberhubung karena si

pemakainarkotikatersebut.

Penyalahgunaannarkotikadewasainitelahmencapaisituasiyang

mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah Nasional maupun

Internasionalyangmendesak.Indonesiasaatinibukanhanyamerupakan

daerahtransittetapisudahmenjadidaerahpemasaran.Halinisangat

69 BagongSuyanto,PenyalahunaanNarkotika,GhaliaIndonesia,Jakarta,2014,
h.12.
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memprihatinkan sekalikarena korban penyalahgunaan narkotika di

Indonesiaakhir-akhirinicenderungmeningkatdanmencakuptidakhanya

terbatas pada kelompok masyarakatyang mampu tetapijuga telah

merambahkekalanganmasyarakatyangkurangmampubaikdikota

maupundipedesaan.Kasus-kasusnarkotikasaatinisangatmengejutkan

karena korbannya sebagian besargenerasimuda yang masih sangat

produktifsehinggaancamanrusaknyagenerasipenerusbangsaadadi

depanmata.Penyalahgunaannarkotikasaatinitidakhanyamelibatkan

pelajarSMU danmahasiswatetapisudahmerambahpelajarsetingkat

SekolahDasar(SD).70

Pada dasarnya narkotika diIndonesia merupakan obat yang

dibutuhkandalam pelayanankesehatan,sehinggaketersediannyaperlu

dijamin.Dilain pihak narkotika dapatmenimbulkan ketergantungan

apabiladisalahgunakan,sehinggadapatmengakibatkangangguanfisik,

mental,sosial,keamanandanketertibanmasyarakatyangpadaakhirnya

mengangguketahanannasional.Olehkarenasifat-sifatyangmerugikan

tersebut,maka narkotika harus diawasidengan baik secara nasional

maupuninternasional.

DapatdikatakanbahwapadasaatiniIndonesiasedangdilanda

penyalahgunaan narkotika yang sangat serius karena mengancam

generasimuda.Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap

penyalahgunaannarkotikakarenaselainmemilikisifatdinamis,energik,

70Ibid,h.26.
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selaluinginmencobamerekajugamudahtergodadanmudahputusasa

sehinggamudahjatuhpadamasalahpenyalahgunaannarkotika.

Problem penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang

sangatkomplekskarenasudahmenjadipenyakitmasyarakatyangsulit

untuk diberantas,karena masalah narkotika bukanlah semata-mata

merupakan masalah hukum (perbuatan yang melanggarhukum)yang

menjaditanggung jawab pihakKepolisian dan Pemerintah saja,akan

tetapijugamenjaditanggungjawabsemuaelemenmasyarakatsebab

perkembangan,peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah

memasukifaseyangsangatmembahayakandanmerupakanancaman

strategisbagikelangsungankehidupanbangsadanNegara;Yangjustru

denganperansertamasyarakatsecarakeseluruhan,tugasaparatpenegak

hukum menjadimudahdanagakringansehinggakomitmendalam rangka

perangmelawannarkotikadapatberjalandenganbaik.71

Undang-Undang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika,sulit

untukuntukmenemukanapayangdimaksudsebagai“pecandunarkotika”.

MenurutkamusbahasaIndonesiaistilah“Pecandu”adalahorangyang

menggunakan candu (narkotika),bila dikaitkan dengan pengertian

narkotikasebagaimanadiaturdalam Pasal1angka1UUNarkotika,maka

dapat dikaitkan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang

menggunakanzatatauobatyang berasaldaritanaman,baiksintesis

maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau

71 Harifin.A.Tumpa, KomentardanPembahasanUndang-UndangNomor35
Tahun2009tentangNarkotika,SinarGrafika,Jakarta,2011,h.77.
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perubahankesadaran,hilangnyarasa,mengurangisampaimenghilangkan

rasa nyeri,dan dapatmenimbulkan ketergantungan,yang dibedakan

dalam golongan-golongansebagaimanaterlampirdalam UUNarkotika.15

Penggunaan istilah pecandu narkotika digunakan untuk

memudahkandalam penyebutanbagiorangyangmenggunakannarkotika

dalam kondisiketergantungan,untuk membedakan dengan penanam,

produsen,penyalur,kurir dan pengedar narkotika. Penyalahgunaan

narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud

pengobatan,tetapikarenainginmenikmatipengaruhnya,dalam jumlah

berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga

menyebabkangangguankesehatanfisik,mentaldankehidupansosial.

Penyalahgunaan narkotikayang dilakukan secaraterusmenerusakan

mempengaruhi fungsi berfikir,perasaan dan perilaku orang yang

memakainya.Keadaaninibisamenimbulkanketagihan(addiction)yang

akhirnyamengakibatkanketergantungan(dependence).16

Ketergantungan narkotika adalah kondisiyang ditandaioleh

doronganuntukmenggunakannarkotikasecaraterus-menerusdengan

takaranyangmeningkatagarmenghasilkanefekyangsamadanapabila

penggunaannyadikurangiataudihentikansecaratiba-tiba,menimbulkan

gejalafisikdanpsikisyangkhas.Addiksiadalahistilahyangdipakaiuntuk

melukiskankeadaanseseorangyangmenyalahgunakanobatsedemikian

rupa sehingga badan dan jiwanya memerlukan obattersebutuntuk

berfungsisecara normal.Ketergantungan,kecanduan,addiksidisebut

penyakit,bukan kelemahan moral,meskipun ada unsurmoralpada
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awalnya.Sebagaipenyakit,penyalahgunaannarkotikadapatdijelaskan

gejalanyayangkhas,yangberulangkalikambuh(relaps),danberlangsung

progresifartinyasemakinmemburuk,apabilatidakditolongdandirawat

denganbaik.72

Dikaitkan dengan dengan orang yang menggunakan narkotika,

dalam UUNarkotikadapatditemukanberbagaiistilahantaralain:

1.Pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau

menyalahgunakannarkotikadandalam keadaanketergantunganpada

narkotika,baiksecara fisikmaupun psikis (Pasal1 angka 13 UU

Narkotika).

2.Ketergantungannarkotikaadalahkondisiyangditandaiolehdorongan

untukmenggunakanNarkotikasecaraterus-menerusdengantakaran

yang meningkatagarmenghasilkan efek yang sama dan apabila

penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba,

menimbulkangejalafisikdanpsikisyangkhas.(Pasal1angka14UU

Narkotika).Ketergantunganfisikadalahsuatukeadaandimanatubuh

membutuhkan rangsangan narkotika dan apabila pemakaiannya

dihentikanakanmenimbulkangejalafisikyangdinamakangejalaputus

zat.Sedangkanketergantunganpsikisadalahsuatukeinginanyang

selalu berada dalam ingatan,maka apabila pemakaian narkoba

dihentikanakanmenimbulkankecemasan,kegelisahandandepresi.73

3.Penyalahgunaadalahorangyangmenggunakannarkotikatanpahak

ataumelawanhukum (Pasal1angka15UUNarkotika)

72AbyMaulana,“TindakPidanaNarkotika;PenyalahgunadanPecanduNarkotika
(PenjatuhanTindakanRehabilitasi)”,jurnalIlmuHukum,VolumeINo.7Tahun2019,h.19.

73Ibid,h.22
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4.Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja

menggunakan narkotika,karena dibujuk,diperdaya,ditipu,dipaksa,

dan/ataudiancam untukmenggunakannarkotika(PenjelasanPasal54

UUNarkotika)

5.Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat

menggunakan,mendapatkan,memiliki,menyimpan dan membawa

narkotikagolongan IIdan golongan IIIdalam jumlah terbatasdan

sediaantertentu.

6.Mantan pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari

ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis

(PenjelasanPasal58UUNarkotika).

Seseorangyangterlibatnarkotikabiasanyamengalamigangguan

fungsikerjatubuhdanperilakudikarenakanolehzatadiktifataucandu

yangterkandungdalam berbagaijenisnarkotika.Penggunanarkotikatidak

dapat mengendalikan diri untuk berhenti begitu saja, sehingga

menghilangkan kontrolsosialmereka.Keadaan sepertiinimembuat

merekasiapmelakukanapasajauntukmendapatkannarkotika.Inilah

yangmembentukkarakteristikparapemakainarkotika.

Menterikesehatan dalam SuratKeputusan MenteriKesehatan

Republik Indonesia Nomor422/menkes/sk/iii/2010 tentang Pedoman

Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza,memberikan

gambaranbagaimanakarakteristik/parameterseorangpecandunarkotika

yangdapatdisimpulkanbahwaseseorangpenyalahgunanarkotikadapat
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dikatakansebagaipecandunarkotikaadalahseseorangyangmemilikiciri:

1.Ciripecandunarkotikasecaraumum:
a.Sukaberbohong
b.Delusive(tidakbiasamembedakandunianyatadankhayal)
c.Cenderungmalas
d.Cendrungvandalistis(merusak)
e.Tidakmemilikirasatanggungjawab.
f. Tidak bisa mengontrolemosidan mudah terpengaruh

terutamauntukhal-halyangnegatif.
2.Gejala dan ciri-ciriseorang pecandu narkotika secara fisik:

Ketergantunganfisikmencakupgejala-gejalayangtimbulpada
fisik pecandu yang menyebabkan pecandu tidak dapat
melepaskandiridariketergantungannyapadanarkotika.Halini
dipengaruhiolehsifattoleransiyangdibawaolehnarkotikaitu
sendiri,yaitu keadaan dimana pemakaian narkotika secara
berulang-ulang membentuk pola dosis tertentu yang
menimbulkanefekturunnyafungsiorgan-organsehinggauntuk
mendapatkanfungsiyangtetapdiperlukandosisyangsemakin
lamasemakinbesar.74

Secarafisikdapatdisimpulkanbahwaciri-ciripecandunarkotika:

1.Pusing/sakitkepala.
2.Beratbadanmenurun,malnutrisi,penurunankekebalan,lemah.
3.Mataterlihatcekungdanmerah,mukapucat,danbibirkehitam

-hitaman.
4.Bicaracadel
5.Mual.
6.Badanpanasdingin.
7.Sakitpadatulang-tulangdanpersendian.
8.Sakithampirpadaseluruhbagianbadan.
9.Mengeluarkankeringatberlebihan.
10.Pembesaranpupilmata.
11.Mataberair.
12.Hidungberlendir.
13.Batukpilekberkepanjangan.
14.Seranganpanik.
15.Adabekassuntikanataubekassayatanditangan.75

Ciri-ciripecandunarkobasecarapsikologis:

1.Halusinasi

74TotokYuliyanto,Op.Cit,h.47
75Ibid,h.48
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Pemakaibiasanya merasakan dua perasaan berbeda yang
intensitasnya sama kuat. Akibat dari ini menimbulkan
penglihatan-penglihatan bergerak, warna-warna dan mata
pemakaiakanmenjadisangatsensitifterhadapcahayaterang.
Berdasarkan eksperimen yang dilakukan terhadap hewan
percobaan,efekhallucinogeninimempengaruhibeberapajenis
zatkimiayangmenyebabkantertutupnyasystem penyaringan
informasi. Terblokirnya saluran ini yang menghasilkan
halusinasiwarna,suara gerak secara bersamaan.Biasanya
halusinasiinimerupakanefekdaripenggunaannarkotikayang
bersifatorganic (ganja)tetapidapatjuga ditimbulkan oleh
narkotikasintetissepertiputauw.

2.Paranoid.
Penyakitkejiwaan yang biasanya merupakaan bawaan sejak
lahirinijugadapatditimbulkanolehpenggunanarkobadengan
dosissangatbesarpadajangkawakuberdekatan.Pengguna
merasa depresi,merasadiintaisetiap saatdan curiga yang
berlebihan.Keadaaninimemburukbilapenggunamerasaputus
obat,menyebabkankerusakanpermanendalam system saraf
utama. Hasilnya adalah penyakit jiwa kronis dan untuk
menyembuhka membutuhkan waktu sangatlama.Efek ini
ditimbulkanolehjenisshabu-shabuyangmemancingkeaktifan
dayakerjaotaksehinggamelebihiporsikerjaotaknormal.

3.Ketakutanpadabentuk-bentuktertentu.
Pengguna narkoba pada masa putus zat(sakau)memiliki
kecenderunganpisikologisruangyangserupadiantaranya:
a.Takutmelihatcahaya.
b.Mencariruangsempitdangelap.
c.Takutpadabentukruangyangmenekan.
d.Mudahterpengaruholehwarna-warnayangmerangsang.

4.Histeria.
Pengguna cenderung bertingkah laku berlebihan diluar
kesadarannya,ciri-cirinyaadalah:
a.Berteriak-teriak
b.Tertawa-tawadiluarsadar
c.Menangis.
d.Merusak
Efekinidapatditimbulkandariberbagaimacam jenisnarkotika
karena pada dasarnya,efek pisikologis yang ditimbulkan
narkotikajugadipengaruhiolehpembawaanpribadipecandu.76

Masalahpenyalahgunaannarkotikabukanmerupakanaibkeluarga,

tetapimerupakanmasalahnasionaltanggungjawabbersamayangharus

76Ibid,h.51
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ditanggulangisecaraterpadu,terkoordinir,terarahdanberkelanjutanserta

dilakukan secara serius/sungguh-sungguh.Semua komponen bangsa

harus merasa terpanggiluntuk melakukan upaya pencegahan dan

pemberantasanterhadappenyalahgunaandanperedarangelapnarkotika

dan melakukannya dengan penuh keikhlasan sebagaisuatu ibadah.

Pecandu narkotika secara kenyataan belum dapatdikatakan sebagai

pecandusecarayuridisataumenuruthukum jikapecandutersebutbelum

melakukankewajibandanhakpecanduyangtelahdiaturdalam peraturan

perundang-undangantentangnarkotika

DiIndonesia,perkembanganpencandunarkotikasemakinpesat.

Parapencandunarkotikaitupadaumumnyaberusiaantara11sampai24

tahun.82Artinyausiatersebutialahusiaproduktifatauusiapelajar.Pada

awalnya,pelajaryangmengonsumsinarkotikabiasanyadiawalidengan

perkenalannyadenganrokok.Karenakebiasaanmerokokinisepertinya

sudahmenjadihalyangwajardikalanganpelajarsaatini.Darikebiasaan

inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut

bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi

pencandu narkotika. Awalnya mencoba,lalu kemudian mengalami

ketergantungan.

PeraturanPemerintahNomor25Tahun2011sebenarnyasangat

memberi kewenangan kepada para penegak hukum untuk dapat

memeriksasecarabenarapakahseseorangitupenyalahgunamurniatau

memangdiajugaseorangpecandu,jikadiaadalahseorangpecandumaka

iaharussegeradirehabilitasiuntukmendapatkanpengobatan.
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PeraturanPemerintahNomor25Tahun2011inidiperkuatdengan

dikeluarkannyaSuratEdaranMahkamahAgungNo3Tahun2011tentang

Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika DiDalam Lembaga

RehabilitasiMedisDanRehabilitasiSosial,dalam SEMANo3Tahun2011

iniMahkamahAgungmenyatakanbahwadenganadanyaaturan-aturan

dalam Undang-UndangNarkotikadanPeraturanPemerintahNomor25

Tahun2011TentangPelaksanaanWajibLaporPecanduNarkotika,yang

jugamengaturmengenairehabilitasibagikorbannarkotika,memberikan

posisiyangsangatsentralkepadaPolisi,JaksadanHakim khususnya

terkaitdenganpenempatandalam lembagarehabilitasimedisdansosial

sejakdalam prosespenyidikan,penuntutansampaiprosespemeriksaandi

persidanganuntukmembentukpenetapan,namundemikianhakim tetap

dimintadalam memberikanperintahpenetapanmaupunputusantetap

memperhatikandanmerujukpadaSuratEdaranMahkamahAgungNo4

Tahun2010.

BadanNarkotikaNasionaldalam menyikapiPeraturanPemerintah

Nomor25Tahun2011initelahmengeluarkanPeraturanyaituPeraturan

KepalaBadan NarkotikaNasionalRepublikIndonesiaNomor2 Tahun

2011 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa

Penyalahguna,KorbanPenyalahgunaan,DanPecanduNarkotika,dalam

pertimbangannya menyatakan bahwa penyalahguna, korban

penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang ditetapkan sebagai

tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika dan



49

prekusornarkotikaselama prosesperadilan perlu penanganan secara

khusus melalui penempatannya dalam lembaga rehabilitasi medis

dan/ataurehabilitasisosialgunamemperolehpengobatandanperawatan

dalam rangkapemulihan.

Peraturan Kepala BNN inimemberikan pedoman teknis dalam

penanganan penyalahguna yang ditetapkan sebagaitersangka atau

terdakwauntukdapatmenjalanirehabilitasimedisdan/atauRehabilitasi

sosialselama proses peradilan berlangsung.Pasal3 sampaidengan

Pasal7PeraturaniniKepalaBadanNarkotikaNasionalRepublikIndonesia

Nomor2Tahun2011dijelaskantatacarapengajuanpermohonanagar

tersangka atau terdakwa dapatdirehabilitasiyaitu tersangka atau

terdakwaharusmengajukanpermohonansecaratertuliskepadapenyidik,

JaksaPenuntutUmum,atauHakim sesuaitingkatpemeriksaan,dalam

Pasal6Peraturaninijugadijelaskansyarat-syaratyangharusdilengkapin

agarpermohonandapatdiproseslebihlanjut.

Mendeteksi penyalahguna narkotika, disamping dengan

pelaksanaantestnarkotika,parapecandunarkotikayangsudahdewasa

ataupunyangbelum dewasadihimbauagarsegeramelaporkankasus

kecanduannyauntukmenjalaniterapirehabilitasiditempat-tempatterapi

rehabilitasi.Proses melaporkan diriitulah yang disebutwajib lapor.

KegiatanwajiblaporinidiaturdenganPeraturanPemerintahNomor25

Tahun2011TentangPelaksanaanWajibLaporPecanduNarkotika.

Pasal54Undang-UndangNomor35Tahun2009tentangNarkotika
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menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalah guna

narkotika wajib menjalanirehabilitasimedis dan rehabilitasisosial.

Dengan demikian jelas bahwa apabila ada penyalahguna narkotika

secepatmungkinyang bersangkutan(apabilasudahdewasa)ataupun

orangtuadaripenyalahguna(apabilapenyalahgunabelum cukupumur)

segeramelaksanakanwajiblaporagarpenyalahgunatersebutsegera

menjalanirehabilitasimedis dan rehabilitasisosial.Masyarakat di

sekitarnyaharusmemprakasaikegiatanwajiblaporiniagarsegeradapat

mencapailingkunganbebasNarkoba.

Wajib LaporPecandu Narkotika dilakukan diInstitusiPenerima

WajibLapor,PusatKesehatanMasyarakat,rumahsakitdanataulembaga

rehabilitasimedissebagaiInstitusiPenerimaWajibLaporditetapkanoleh

MenteriKesehatanNomor1305/MENKES/SK/VI/2011TentangInstitusi

PenerimaWajibLapor.Disampingitu,lembagarehabilitasisosialsebagai

Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri yang

menyelenggarakanurusanpemerintahandibidangsosial.

Wajib lapor dilakukan dengan melaporkan pecandu narkotika

kepadaInstitusiPenerimaWajibLapor.Dalam halinilaporandilakukan

selain pada InstitusiPenerima Wajib Lapor,petugas yang menerima

laporanmeneruskannyakepadaInstitusiPenerimaWajibLapor.Pecandu

yang telah melaksanakan wajib lapor dimaksud, wajib menjalani

rehabilitasimedisdan atau rehabilitasisosialsesuaidengan rencana

rehabilitasinya.Rehabilitasimedisdapatdilaksanakanmelaluirawatjalan

atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan
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mempertimbangkanhasilasesmen.Rehabilitasisosialdapatdilaksanakan

baikdidalam maupundiluarlembagarehabilitasisosialsesuaidengan

rencanarehabilitasidenganmempertimbangkanhasilasesmen.77

Pecandu narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi

dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan

partisipasi masyarakat. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud,dilaksanakanolehKementerianyangmenyelenggarakanurusan

pemerintahdibidangsosialdanBadanNarkotikaNasional.

Di Indonesia, ada beragam perbuatan atau tindakan yang

dikategorikan sebagaitindakpidana narkotika.Bukan saja menanam,

memelihara,menguasasimengkonsumsidanmenyalahguna,tetapijuga

memperdagangkan,mengimpor,ekspor,danmemproduksi.Orangyang

tidakmelaporkanperbuatanpidananarkotikatetapimengetahuilangsung

perbuatanitudapatterancam pidana.

Syaratpentinguntukdipidananyaperbuatanituadalahdilakukan

tanpahakdanmelawanhukum.Artinya,jikapenguasaanatasnarkotika

dilakukanolehorangyangberhak,sepertidokteryangakanmembiusdan

dilakukan tanpa melawan hukum,maka penggunaan narkotika dapat

dibenarkanmenuruthukum.78

Berdasarkankonseprehabilitasiyangdiaturdalam Pasal55ayat(2)

Undang-UndangNomor35Tahun2009tentangNarkotikabahwaseorang

pecandu narkotika juga tidak dapatdituntutsecara pidana.Pecandu

77AW.Wijaya,MasalahKenakanRemajadanPenyalahgunaanNarkotika,Armico,
Bandung,2015,h.82.

78Ibid,h.84.
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narkotikayangsudahcukupumurwajibmelaporkandiriataudilaporkan

oleh keluarganya kepada pusatkesehatan masyarakat,rumah sakit,

dan/ataulembagarehabilitasimedisataurehabilitasisosialyangditunjuk

oleh pemerintah untukmendapatkan pengobatan dan/atau perawatan

melaluirehabilitasimedisdanrehabilitasisosial.

Pecandu narkotika yang sudah dewasa atau keluarganya

melaporkandirikefasilitasrehabilitasiyangditunjukpemerintahuntuk

mendapatkan pengobatan atau perawatan, maka pecandu sangat

mungkintidakdituntutsecarapidanajikatertangkap.Syaratnya,sebelum

penangkapan itu pecandu sedang atau sudah dua kalimenjalani

perawatanmedis.79

Alasantidakmenuntutpecanduitudiaturtegasdalam Pasal128

ayat(3)Undang-UndangNomor35Tahun2009tentangNarkotikayang

menyebutkanpecandunarkotikayangtelahcukupumursebagaimana

dimaksud Pasal55 ayat(2)Undang-Undang Nomor35 Tahun 2009

tentangNarkotikayangsedangmenjalanirehabilitasimedisduakalimasa

perawatandokterdirumahsakitdan/ataulembagarehabilitasimedis

yangditunjukpemerintahtidakdapatdituntutpidana.

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika menentukan bahwa masyarakatdapatmelaporkan tindak

pidana narkotika.Masyarakatdapatmelaporkan kepada pejabatyang

berwenang atau BNN jika mengetahuiadanya penyalahgunaan atau

peredarangelapnarkotikadanprekursornarkotika.Inimerupakansalah

79 WisonNadaek,KorbanGanjadanMasalahNarkotika,IndonesiaPublishing
House,Bandung,2013,h.77.
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satubentukatauwujudperansertamasyarakatdalam pemberantasan

penyalahgunaandantindakpidananarkotika.80

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

mewajibkan kepada setiap orang termasuk orang tua dan anggota

keluargalainnyayangmengetahuiadanyatindakpidanapenyalahgunaan

narkotikayang dilakukan oleh anggotakeluarganyauntukmelaporkan

anggotakeluarganyatersebutkepadakepolisianataupusatkesehatan

masyarakat,rumah sakit,dan/atau lembaga rehabilitasimedis dan

rehabilitasisosial.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotikamemberiancamankepadasiapapunyangmengetahuiadanya

tindakpidanapenyalahgunaannarkotikanamuntidakmelaporkannya.

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika yang berbunyi:“Setiap orang yang dengan sengaja tidak

melaporkanadanyatindakpidanasebagaimanadimaksuddalam Pasal

111,Pasal112,Pasal113,Pasal114,Pasal115,Pasal116,Pasal117,

Pasal118,Pasal119,Pasal120,Pasal121,Pasal122,Pasal123,Pasal

124,Pasal125,Pasal126,Pasal127ayat(1),Pasal128ayat(1),dan

Pasal129dipidanadenganpidanapenjarapalinglama1(satu)tahunatau

pidanadendapalingbanyakRp.50.000.000,00(limapuluhjutarupiah).”

Pidanatidakditujukanbagiorang-orangyangmengetahuiadanya

tindakpidananarkotikasaja,tetapibagiorangtuayangtidakmelaporkan

anaknyasebagaipecanduyangmasihbelum cukupumurdapatdipidana

dengan pidanapenjarapaling lama6 (enam)bulan dan pidanadenda

80OC.Kaligis,NarkobadanPeradilannyadiIndonesia:ReformasiHukum Pidana
MelaluiPerundangandanPeradilan,GhaliaIndonesia,Jakarta,2009,h.28.
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paling banyakRp.1.000.000,00(satujutarupiah)sebagaimanadiatur

dalam Pasal128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.81

Seseorang yang mengetahuiadanya keberadaaan bahan-bahan

narkotikanamuntidakmelaporkannyatetapdapatdikenakanPasal131

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang

menjelaskantigaunsur,pertamaunsursetiaporang,keduaunsurdengan

sengaja dan yang ketiga tidak melaporkan adanya tindakan pidana

narkotika.Memenuhiunsurpadapasaltersebut,yangbersangkutandapat

dikenakanpasaltersebutdenganancamanhukumansautahunpenjara

danataudendamaksimalRp.50juta.Bersamaandenganitu,jikayang

bersangkutanterbuktipositif,jugaakanmenjalanirehabilitasi.82

PasalPasal131Undang-UndangNomor35Tahun2009tentang

Narkotikamenyiratkanbahwasetiaporangyangmengetahuiterjadinya

tindakpidananarkotikawajibmelaporkannyakepadapihakyangberwajib.

Rumusan Pasal131 Undang-Undang Nomor35 Tahun 2009 tentang

Narkotika menimbulkan beberapa penafsiran didalamnya,mengenai

apakahseseorangyangdiwajibkanmelaporiniharuslahmelihatsecara

langsung ataukahatau cukup hanyadengan menerimainformasidari

oranglainpuniaharusmelaporkannyakepadapihakyangberwajib.Oleh

karena itu dibutuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang kategori

pembiarantindakpidanadidalam Pasal131Undang-UndangNomor35

81 MuhAli,AmirP.,danImranD.S.,NarkobaAncamanGenerasiMuda,Kaltim :
DPDKNPI,2017,h.48.

82Ibid,h.49.
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Tahun2009tentangNarkotika,antaralainsepertiapakahseseorangharus

melihatlangsungataukahcukupdenganmengetahuiinformasitentang

terjadinyatindakpidanatersebutsehinggaseseorangdapatdikategorikan

melakukanperbuatanpembiarantindakpidananarkotikaterkaitdengan

Pasal131Undang-UndangNomor35Tahun2009tentangNarkotika.

BerdasarkanketentuanPasal131Undang-UndangNomor35Tahun

2009 tentang Narkotikatersebut,makaterdapattuntutanhukum bagi

anggotakeluargayangtidakmelaporapabilaadaterjadipenyalahgunaan

narkotikadikeluarganya.Padaumumnyakasuspenyalahgunaannarkotika

sepertiiniselaludiusahakandiselesaikansecarainternalkeluargakarena

inginmelindungianggotakeluarganyadariancamanpidana.Akibatdari

sikaptidakmelaporkanadanyatindakpidanapenyalahgunaannarkotika

tersebut,makaanggotakeluargayangtidakmelaporkantersebutdapat

terkenasanksipidana.

Prakteknya,anggotakeluargayangmengetahuisalahsatuanggota

keluarganyasebagaipenggunanarkotikatetapitidakmelaporkannya,tidak

selaludapatlangsungdiancam denganPasal131Undang-UndangNomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Haltersebutdikarenakan unsur

kesengajaan tidak melapor yang disebutkan dalam Pasal131 UU

Narkotikatersebutharusdibuktikanterlebihdahuluunsurtersebut.Hal

pembuktian tersebut tidak mengecualikan orangtua yang tidak

mengetahuibahwaobatyangdikonsumsiolehanaknyamerupakanobat
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terlarangataunarkotika.83

Penerapan Pasal131 Undang-Undang Nomor35 Tahun 2009

tentang Narkotika sangatsulitditerapkan karena biasanya pasalini

digunakanbagipihak-pihakyangditangkapketikaberkumpuldenganpara

pengguna narkotika.Selain itu,alasan seseorang tidak melaporkan

anggota keluarganya yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan

narkotika juga dikarenakan orang tersebut tidak ingin nantinya

dipergunakansebagaisaksiyangdapatmemberatkansuatutindakpidana

penyalahgunaannarkotikayangdilakukanolehkeluarganyatersebut.

Seseorang yang dapatdikatakan melakukan pembiaran tindak

pidanadandapatdijeratdenganPasal131Undang-UndangNomor35

Tahun2009tentangNarkotikaadalahorangyangmelihatsecaralangsung

terjadinyasebuahtindakpidananarkotikanamuntidakmelaporkannya

kepadapihakyang berwajib.Kondisidemikianyang dapatdikatakan

melakukanpembiarantindakpidanadandapatdijeratdenganPasal131

Undang-UndangNomor35Tahun2009tentangNarkotika.

Berdasarkan hal tersebut di atas,maka salah satu upaya

pemerintahmenurunkanjumlahnarkotikadiIndonesiaadalahmeminta

peran masyarakatdarimasyarakatuntuk melaporkan kepada pihak

kepolisianatauBNN jikamengetahuiadanyatindakpidananarkotika.

Masyarakatdalam halinibisakeluarga,oranglain,ataupecandunarkoba

itusendiri.Keluargamaupunpecandunarkobadiingatkanuntuktidakragu

melaporkeBNNagardapatdirehabilitasi.

83Ibid,h.50
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BNN menjamin bebas hukum bagipengguna narkoba yang

melaporkandiri.Denganadanyalaporanyangdiberikan,parakorbanakan

direhabilitasihingga sembuh,tanpa dipenjara.Halinisesuaidengan

ketentuan Undang-Undang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika

bahwasetiappenggunanarkobayangmelaporkandirikeBNN untuk

direhabilitasi,makaterhadapnyatidakakandijerathukum.84

B.TindakPidanaPeredaranNarkotika.

Munculnyaberbagaibentukkejahatandalam dimensibaruakhir-

akhirinimenunjukkan,kejahatanituselaluberkembang.Demikianjuga

dengan kejahatan narkotika tidak lepas dariperkembangan tersebut.

Kejahatannarkotika(thedrugtraffickingindustry),merupakanbagiandari

kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional

(Activities ofTransnationalCriminalOrganizations)disamping jenis

kejahatanlainnya.85

Kejahatan narkotika yang merupakan bagian dari kejahatan

terorganisasi,pada dasarnya termasuksalah satu kejahatan terhadap

pembangunandankejahatanterhadapkesejahteraansosialyangmenjadi

pusatperhatiandankeprihatinannasionaldaninternasional.Narkotika

merupakanzatatauobatyangberasaldaritanamanataubukantanaman,

baiksintesismaupunsemisintesisyangdapatmenyebabkanpenurunan

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

84HariSasangka,Op.Cit,h.5
85Ibid,h.5
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menghilangkanrasanyeri,dandapatmenimbulkanketergantungan.86

Indonesiamemandangbahwakejahatannarkotikatermasukdalam

extraordinarycrime(kejahatanluarbiasa)yangsudahsangatmerajalela

makadariituselayaknyaditerapkanextraordinarylaw yangmanabahwa

dalam kondisidarurattindakkejahatanyangmerajalela,menjarah,dan

mengancam bangsa iniperlu sesegera mungkin dibinasakan dengan

penegakanhukum yangseadil-adilnyadenganproseduryangjelasdan

penegakanhukum seadil-adilnya.

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika

memerlukansuatuperaturankhususyangmengaturtentangnarkotika

yaituUndang-UndangNomorTahun1976TentangNarkotikakemudian

mengalamiperubahanmenjadiUndang-UndangNomor22Tahun1997

TentangNarkotika,namunpadaSidangUmum MajelisPermusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melaluiKetetapan Majelis

PermusyawaratanRakyatRepublikIndonesiaNomorVI/MPR/2002telah

merekomendasikankepadaDewanPerwakilanRakyatRepublikIndonesia

dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas

Undang-UndangNomor22Tahun1997tentangNarkotika.

Tindakpidananarkotikamerupakansuatuperbuatanyangdapat

dipidana oleh hukum,maka beberapa negara berpendapat bahwa

perbuatandansikapbatinseseorangdapatdipersatukandanmenjadi

86 Pasal1Angka1Undang-UndangNomor35Tahun2009(LembaranNegara
Nomor143Tahun2009,TambahanLembaranNegaraNomor5062Tahun2009).
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syaratsuatuperbuatanyangdapatdipidana.Siswantoberpendapatbahwa

asastersebutadalahunsuractusreusharusdidahulukanyaituperbuatan

criminal(criminalact).Haltersebutsejalandengansyaratpemidanaan

(strafvoraussetzungen)yangmendahulukanadanyaperbuatanpidana.

Setelahdiketahuiadanyasuatuperbuatanpidanasesuairumusanundang-

undang barulah diselidikitentang sikap batin atau niatpembuatatau

pelakunya(mensrea).

Undang-UndangNomor35Tahun2009menyebutkan4kategori

yangmerupakantindakanmelawanhukum yangdilarangolehundang-

undangdandiancam dengansanksipidana,antaralainsebagaiberikut:

1.Kategori pertama, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memiliki,

menyimpan,menguasai,ataumenyediakannarkotikadanprekursor

narkotika(TerdapatpadaPasal111danPasal112untukNarkotika

GolonganI,Pasal117untukNarkotikaGolonganII,Pasal122untuk

NarkotikaGolonganIIIdanPasal129Huruf(a)).

2.Kategorikedua,yaitu perbuatan-perbuatan berupa memproduksi,

mengimpor,mengekspor,ataumenyalurkannarkotikadanprekursor

narkotika(TerdapatpadaPasal113untukNarkotikaGolonganI,Pasal

118untukNarkotikaGolonganII,Pasal123untukNarkotikaGolongan

III,danPasal129(b))

3.Kategoriketiga,yaituperbuatan-perbuatanberupamenawarkanuntuk

dijual,menjual,membeli,menerima,menjadiperantaradalam jualbeli,

menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika
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(TerdapatpadaPasal114danPasal116untukNarkotikaGolonganI,

Pasal119dan Pasal121untukNarkotikaGolonganII,Pasal124dan

Pasal126untukGolonganNarkotikaGolonganIII,danPasal129c)).

4.Kategorikeempat,yakniperbuatan-perbuatan berupa membawa,

mengirim,mengangkut,atau mentransit narkotika dan prekusor

narkotika(TerdapatpadaPasal115untukGolonganI,Pasal120untuk

NarkotikaGolonganII,Pasal125untukNarkotikaGolonganIII,dan

Pasal129(d)).

Berdasarkankategoritersebutdiatas,makadapatdisimpulkan

bahwaberdasarkanUndang-undangNo.35Tahun2009tentangNarkotika,

jenis-jenistindakpidananarkotikayangterdapatdalam ketentuanyang

diaturdalam BabXVUndang-UndangNarkotikadapatdikelompokkandari

segibentukperbuatannyasebagaiberikut:87

1.TindakPidanayangberkaitandenganpenggolongannarkotika,dan

prekusornarkotika,meliputi:

a.Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,

menyediakan narkotika golongan Idalam bentuktanaman,dan

bukantanaman,narkotikagolonganII.

b.PengadaandanperedarannarkotikagolonganI,II,dangolonganIII

yangtidakmenaatiketentuanperundang-undanganyangberlaku,

yaitu:

1)Memproduksi,mengimpor,mengekspor,atau menyalurkan

narkotikagolonganI,narkotikagolonganII,narkotikagolongan

III.

87Ibid,h.25-29
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2)Menawarkanuntukdijual,menjual,membeli,menerima,menjadi

perantaradalam jualbeli,menukarataumenyerahkannarkotika

golonganI,narkotikagolonganII,narkotikagolonganIII.

3)Membawa,mengirim,mengangkut,ataumentransitnarkotika

golonganI,narkotikagolonganII,narkotikagolonganIII.

4)MenggunakannarkotikagolonganIterhadaporanglain,atau

memberikan narkotikauntukdigunakanorang lain,narkotika

golonganI,narkotikagolonganII,narkotikagolonganIII.

5)SetiappenyalahgunanarkotikagolonganI,narkotikagolonganII,

dannarkotikagolonganIIIbagidirisendiri.88

2.TindakPidanaOrangTua/WalidariPecanduNarkotikayangBelum

CukupUmur.89 TindakPidanayangberkaitandenganorangtuaatau

walidaripecandu yang belum cukup umuryang sengaja tidak

melaporkanadanyatindakPidanaPasal111sampaidenganPasal129.

3.Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi.90 Dalam haltindak

Pidanadalam Pasal111sampaidenganPasal126danPasal129yang

dilakukanolehKorporasiataudilakukansecaraterorganisasi.

4.Tindak Pidana bagiOrang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak

Pidana Narkotika.91 Setiap orang yang sengaja tidak melaporkan

adanyatindakpidanaPasal111sampaidenganPasal129.

5.TindakPidanaterhadapPercobaandanPemufakatanJahatMelakukan

Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor.92 Percobaan atau

88HariSasangka,Op.Cit,h.15
89Ibid,h.16
90Ibid,h.16
91OC.Kaligis,Op.Cit,h.78.
92DadangHawari,PenyalahgunaandanKetergantunganNaza(Narkotika,Alkohol
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pemufakatan jahatuntuk melakukan tindak pidana narkotika dan

prekusornarkotikadalam Pasal111sampaideganPasal126dan

Pasal129dipidanapidanapenjaradanpidanadendamaksimumnya

ditambahsepertiga,tapipemberatanpidanatersebuttidakberlaku

bagitindakpidanayangdiancam denganpidanamati,pidanapenjara

seumurhidupataupidanapenjara20tahun.

6.Tindak Pidana berkaitan dengan Pemanfaatan Anak.Menyuruh,

membujuk,memaksa dengan kekerasan,tipu muslihat,membujuk

anakyangbelum cukupumuruntukmelakukantindakpidanadalam

Pasal111sampaidenganPasal126danPasal129.

7.TindakPidanabagiPecanduNarkotikadanKeluarganyayangTidak

Melaporkan Diri.Pecandu narkotika yang sudak cukup umurdan

dengan sengaja tidakmelaporkan diriatau keluarga daripecandu

narkotikayangdengansengajatidakmelaporkanpecandunarkotika

tersebut.

8.TindakPidanaterhadapHasil-HasilTindakPidanaNarkotikadan/atau

PrekusorNarkotika.

a.Menempatkan,membayarkan,atau membelanjakan,menitipkan,

menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan,

menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan,

dan/atau mentransferuang,harta,dan benda,atau assetbaik

dalam bentukbendabergerakmaupuntidakbergerak,berwujud

atau tidakberwujud,yang berasaldaritindakpidana narkotika

danZatAdiktif).FakultasKedokteranUI,Jakarta,2016,h.71.
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dan/atautindakpidanaprekusornarkotika

b.Menerimapenempatan,pembayaran,ataupembelanjaan,penitipan,

penukaran,penyembunyian,ataupenyamaraninvestasi,simpanan

atautransfer,hibah,waris,hartaatauuang,bendaatauasset,baik

dalam bentukbendabergerakmaupuntidakbergerak,berwujud

maupuntidakberwujudyangdiketahuiberdasardaritindakpidana

narkotikadan/atautindakpidanaprekusornarkotika.93

9.Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para pejabatyang

berkaitandengannarkotika,meliputi:94

a.Pengurus industrifarmasiyang tidak melaksanakan kewajiban

menurutPasal45.

b.Pimpian rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai

pengobatan, sarana penyimpanan persediaan farmasi milik

pemerintah,danapotekyangmengedarkannarkotikagolonganII

danIIIbukanuntukkepentinganmasyarakat.

c.Pimpinan,lembagailmupengetahuanyang menanam,membeli,

menyimpan atau menguasaitanaman narkotika bukan untuk

kepentinganilmupengetahuan.

d.Pimpinanindustrifarmasitertentuyangmemproduksinarkotika

golonganIbukanuntukkepentinganlembagailmupengetahuan.

e.Pimpinanpedagangbesarfarmasiyangmengedarkannarkotika

golongan Iyaitu bukan untukkepentingan pengembangan ilmu

pengetahuanataumengedarkannarkotikagolonganIIdanIIIbukan

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk

93HariSasangka,Op.Cit,h.20.
94Ibid,h.30.
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kepentinganpengembanganilmupengetahuan.

f. Nahkodaataukaptenpenerbangyangsecaramelawanhukum tidak

melaksanakanketentuandalam Pasal27atauPasal28(Pasal139).

g.PenyidikPengawaiNegeriSipilyangsecaramelawanhukum tidak

melaksanakanketentuandalam Pasal88danPasal89(Pasal140

ayat(1)).

h.PenyidikKepolisianNegaraRepublikIndonesiadanpenyidikBNN

yang tidakmelaksanakan ketentuan dalam Pasal87,Pasal89,

Pasal90,Pasal91ayat(2),danayat(3),danPasal92ayat(1),ayat

(2),ayat(3)danayat(4)(Pasal140ayat(2)).

i. Kepala Kejaksaan Negeriyang secara melawan hukum tidak

melaksanakanketentuandalam Pasal91ayat(1)pidanapenjara

danpidanadenda(Pasal141).

j. Petugas Laboratorium yang memalsukan hasilpengujian atau

secara melawan hukum tidak melakukan kewajiban tidak

melaporkan hasilpengujiannya kepada penyidik atau penuntut

umum,dipidanadenganpidanapenjaradanpidanadenda.

k.Ketentuanlaindalam rangkapemeriksaanterhadaptindakpidana

narkotik,meliputi:95

1)Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta

penuntutandanpemeriksaanperkaratindakpidananarkotika

dan/atau tindak pidana prekusornarkotika dimuka sidang

pengadilan.

2)Narkotika dan prekusor narkotika serta hasil-hasil yang

95DadangHawari,Op.Cit,h.76.
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diperolehdaritindakpidanaprekusornarkotikadan/atautindak

pidana prekusornarkotika,baik berupa assetdalam bentuk

bendabergerakmaupuntidakbergerak,berwujudatautidak

berwujudsertabarang-barangatauperalatanyangdigunakan

untukmelakukan tindakpidana narkotika dan tindakpidana

prekusornarkotikadirampasuntuknegara.

3)Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam

pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekusor

narkotikadimukapengadilandipidanadenganpidanapenjara

danpidanadenda.

C.KetentuanPidanaDalam Undang-UndangNo.35Tahun2009tentang
NarkotikaBerdasarkanPelaku

Undang-Undang No.35 Tahun2009 tentang Narkotikamemiliki

kencenderungan mengkriminalisasiorang,baik produsen,distributor,

konsumen dan masyarakatdengan mencantumkan ketentuan pidana

sebanyak39 pasaldari150 pasalyang diaturdalam undang-undang

tersebut. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan

pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika.Penggunaan pidana

masihdianggapsebagaisuatuupayauntukmenakut-nakutiagartidak

terjadinyapenggunaannarkotika.96

Ketentuan pidana yang diaturdidalam Undang-Undang No.35

96JuliananLisaFRdanNengahSutrisnaW,Narkoba,PsikotropikadanGangguan
Jiwa,NuhaMedika,Yogyakarta,2013,h.54.
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Tahun2009tentangNarkotikasebagaiberikut:

1.Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana

narkotika

Penggunaankata“setiaporangtanpahakdanmelawanhukum”dalam

beberapapasalUndang-UndangNo.35Tahun2009tentangNarkotika

dengantidakmemperdulikanunsurkesengajaan,dapatmenjeratorang

-orangyangmemangsebenarnyatidakmempunyainiatanmelakukan

tindak pidana narkotika,baik karena adanya paksaan,desakan,

ataupunketidaktahuan.

2.Penggunaansistem pidanaminimal

Penggunaan sistem pidanaminimaldalam Undang-Undang No.35

Tahun2009tentangNarkotikamemperkuatasumsibahwaundang-

undang tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan

masyarakatyangberhubungandengannarkotika.Penggunaanpidana

minimaljuga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan

walaupun didalam prakteknya,hakim dapatmenjatuhkan putusan

kurangdaripidanaminimaldanhaltersebutdiperbolehkanolehKetua

MahkamahAgung.

3.Kriminalisasibagiorangtuadanmasyarakat;

Undang-UndangNo.35Tahun2009tentangNarkotikamemberikan

ancamanhukumanpidana(6bulankurungan)bagiorangtuayang

sengajatidakmelaporkananaknyayangmenggunakannarkotikauntuk

mendapatkan rehabilitasi. Meskipun unsur “kesengajaan tidak
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melapor”tersebutharusdibuktikan terlebih dahulu,unsurtersebut

tidakmengecualikanorangtuayangtidakmengetahuibahwazatyang

dikonsumsianaknyaadalahnarkotika.

4.Persamaanhukumanbagipercobaandantindakpidanaselesai;

Undang-UndangNo.35Tahun2009tentangNarkotikamenyamakan

hukumanpidanabagipelakutidakpidanaselesaidenganpelakutidak

pidanapercobaan.TindakPidanaNarkotikaadalahsuatukejahatan

karenaperbuatantersebutmemilikiefekyangburuk.Delikpercobaan

mensyaratkansuatutindakpidanatersebutterjadi,sehinggaakibat

tindakpidanatersebuttidakselesai,sehinggaseharusnyapemidanaan

antarapelakutidakpidanapercobaandanpelakutidakpidanaselesai

harusdibedakan97

Secaragarisbesarketentuanpidanadalam Undang-UndangNo.35

Tahun2009tentangNarkotikasebagaiberikut:

1.Penanam

Menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai,atau

menyediakan Narkotika Golongan I,Golongan IIdan Golongan III,

dikenakanketentuanpidana:98

a.GolonganI.Diancam pidanapalingsingkatempattahundanpaling

lamaseumurhidup,dendapalingsedikitdelapanratusjutarupiahdan

palingbanyakdelapanmiliarrupiahdalam bentuktanamandanbukan

97 Wenny F.Limbong,“Kebijakan FormulasiTindak Pidana Dalam Upaya
PenanggulanganPenyalahgunaanNarkotikadiIndonesia”,DiponegoroLawJournal,Vol.
5No.3,2016,h.7.

98DadangHawari,Op.Cit,h.78-80.
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tanaman,apabilaberatnyamelebihisatukilogram ataumelebihilima

batangpohon(dalam bentuktanaman)danmelebihilimagram (bukan

tanaman),makadendamaksimum ditambahsepertiga.

b.GolonganII.Dipidanadenganpidanapenjarapalingsingkattigatahun

danpalinglamalimabelastahun,dendapalingsedikitenam ratusjuta

rupiahdanpalingbanyaklimamiliarrupiah,apabilaberatnyamelebihi

limagram,makapidanadendamaksimum ditambahsepertiga.

c.GolonganIII.Dipidanapenjarapalingsingkatduatahundanpaling

lamasepuluhtahun.Dendapalingsedikitempatratusjutarupiahdan

palingbanyaktigamiliarrupiah,apabilaberatnyamelebihilimagram,

makapidanadendamaksimum ditambahsepertiga.

2.Pengedar

Membawa,mengirim,mengangkutataumentransito,menawarkan

untukdijual,menjual,membeli,menerima,menjadiperantaradalam jual

beli,menukarataumenyerahkanNarkotikaGolonganI,GolonganII,dan

GolonganIII.Dikenakanketentuanpidana:99

a.GolonganI.Diancam pidanapenjarapalingsingkatempattahundan

maksimum pidanapenjaraseumurhidup ataupidanamati.Denda

palingsedikitdelapanratusjutarupiahdanpalingbanyaksepuluh

miliarrupiah,apabilaberatnyamelebihisatukilogram ataumelibihi

limabatangpohon (untuktanaman)danmelebihilimagram (bukan

tanaman),makapidanadendamaksimum ditambahsepertiga.

b.GolonganII.Diancam pidanapenjarapalingsingkattigatahundan

99HariSasangka,Op.Cit,h.100.
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maksimum pidanapenjaraseumurhidup ataupidanamati.Denda

palingsedikitenam ratusjutarupiahdanpalingbanyakdelapanmiliar

rupiah.Apabila beratnya melebihilima gram,maka pidana denda

maksimum ditambahsepertiga.

c.GolonganIII.Diancam denganpidanapenjarapalingsingkatduatahun

danpalinglamalimabelastahun.Dendapalingsedikitenam ratusjuta

rupiahdanpalingbanyaklimamiliarrupiah.Apabilaberatnyamelebihi

limagram,makapidanadendamaksimum ditambahsepertiga.

3.Produsen

Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan

NarkotikaGolonganI,GolonganII,danGolonganIII,dikenakandengan

pidana:100

a.GolonganI.Dipidanadenganpidanapenjarapalingsingkatlimatahun

danmaksimum pidanapenjaraseumurhidupataupidanamati.Pidana

dendapalingsedikitsatumiliarrupiahdanpalingbanyaksepuluhmiliar

rupiah.Apabilaberatnyamelebihisatukilogram ataumelebihilima

batangpohon(dalam bentuktanaman)danmelebihilimagram (dalam

bentukbukantanaman),makapidanadenganmaksimum ditambah

sepertiga.

b.GolonganII.Dipidanadenganpidanapenjarapalingsingkatempat

tahundanmaksimum pidanapenjaraseumurhidupataupidanamati.

Denda paling sedikitdelapan ratus juta rupiah dan paling banyak

delapan miliarrupiah.Apabila beratnya melebihilima gram,maka

100Ibid,h.102.
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pidanadendamaksimum ditambahsepertiga.

c.GolonganIII.Dipidanadenganpidanapenjarapalingsingkattigatahun

danpalinglamasepuluhtahun.Pidanadendapalingsedikitenam ratus

jutarupiah dan paling banyaklimamiliarrupiah.Apabilaberatnya

melebihilima gram,maka pidana denda maksimum ditambah

sepertiga.

2.Pengguna

MenggunakanNarkotikaGolonganI,GolonganII,atauGolonganIII

terhadaporanglainataumemberikanNarkotikaGolonganI,GolonganII,

atauGolonganIIIuntukdigunakanoranglain.Diancam denganpidana:101

a.GolonganI.Dipidanadenganpidanapenjarapalingsingkatlimatahun

danmaksimum pidanapenjaraseumurhidupataupidanamati.Denda

paling sedikitsatu miliarrupiah,dan paling banyaksepuluh miliar

rupiah.Apabilamengakibatkanoranglainmatiataucacatpermanen,

makapidanadendamaksimum ditambahsepertiga.

b.GolonganII.Dipidanadenganpidanapenjarapalingsingkatempat

tahundanmaksimum pidanapenjaraseumurhidupataupidanamati.

Apabilamengakibatkanoranglainmatiataucacatpermanen,maka

pidanadendamaksimum ditambahsepertiga.

c.GolonganIII.Dipidanadenganpidanapenjarapalingsingkattigatahun

danpalinglamalimabelastahun.Denganpalingsedikitenam ratus

juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila

101Ibid,h.103.
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mengakibatkanoranglainmatiataucacatpermanen,makapidana

dendamaksimum ditambahsepertiga.

3.Prekusor

Prekursornarkotika adalah zatatau bahan pemula atau bahan

kimiayangdapatdigunakandalam pembuatanNarkotikayangdibedakan

dalam tabelsebagaimanaterlampirdalam Undang-UndangNo.35Tahun

2009 tentang Narkotika. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan.Memproduksi,mengimpor,mengekspor,ataumenyalurkan.

Menawarkanuntukdijual,menjual,membeli,menerima,menjadiperantara

dalam jualbeli,menukar,atau menyerahkan.Membawa,mengirim,

mengangkut,atau mentransito prekursornarkotika untuk pembuatan

narkotika.Dipidanadenganpidanapenjarapalingsingkatempattahundan

palinglamaduapuluhtahun.DendapalingbanyakRp.5.000.000.000,-

(limamiliarrupiah).


